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PERUSAN KIEPUTUSAN DHU Ifll'll
! AAN UMUN DALRAT ATR AIINUM DANGN TAKA
KRABUPATEN PENAJANM PASER UTARA
Nomaor 24 Tuhun 2022
TENTANG
PLDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA
PERUSATIAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA
* DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA™
Meaimbang I} bahwa unuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentenag Badan Usaha Milik Dacrah, maki dalam
pengurusan Perusahaan Umum Dacrah Air Minum  Danum fuka
dilakukan sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik:

b.  bahwa Perusahaan Umum Daerah Aic Minum Danum Taka
berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

c. bahwa diperlukan pedoman sebagai dasar dan acuan perusahaan
untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;

d. bahwa sering dengan perkembangan Perusahaan maka pedoman
Good Corporate Governance perlu ditinjau dan di mutakhirkan secara
berkala;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dircksi
tentang Pedoman Pencrapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka.

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 2-H.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587)
scbagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6573);

2. peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 wentang Badan Usaha Milik
Dacral (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 0 173);
Peraturan Dacrah Kabupaten Penajam Paser Ulara Nomor 03 1Tahun 2020
tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Dacrah Air Minum Kabupaten
Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Dacrah Air N
aka (Lembaran Daeraly Kabupaten Penajam: Paser Utira Nomuor

‘wd

Danum 1
3)

4. Peraturan Bupati Penagam Paser Utata Nomor 35 Taln 2021 weatang
Struktur Organisisi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daeralt Adr Minum

Danum Taka:
5. Kueputusan Bapati Penagan I
2019 tentang Penganghatan Dirchtur Perusaham Dacral Air

aser Utara Nomor $39/210.2019 tangpeal 25

September
M Kabupaten Pepapam Pasce Utany,




Menctaphan
KI'SA U

KNEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

MEMUTUSKAN

Kelola  Perusahoan  Yane  Baik padu
diberlakukan
an di

Pedoman Penerapan Tata
Perusahaan Urnum Daeral Air Minum Danum Takayang
sehagai pedoman dan acuan Perusahaan dalam menctapkan kebijok
scluruh proses dan aktivitus usaha sesuai dengan prmaip-prin.\ip
teransparansi. akuntabilitas, pertanggung-jawiban, ketnandirian - dan
hewnjaron;
Pedoman Penerapan  Tota Kelola Perusahinan
Perusahuan Umum Daerah Air Minum Danum  Toka sehagaimani
dimaksud pada dicum KESATU terdiri dari :

a. Pedoman perilaku (code of conduct);

b. Pedoman wta kelola perusahaan (code of corporale gove rnance),

¢. Pedoman tata kerjo Dircksi dan Dewan Pengawas thoard

Yang Bk Pada

manual).
Pedoman perilaku (code of conduct) sebagaimana dimaksud padu dictum

KEDUA huruf a tercantum dama Lampiran 1 yang merupakan bagiun
tidak terpisahkan dari keputusan Dircks ini:

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governancce)
sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA huruf b tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Keputusan Direksi ini;

Pedoman tata kerja Direksi dan Dewan Pengawas (board nanual)
sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA huruf ¢ tercantum
dalam Lampiran 11l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan Direksi ini;
Memerintahkan  kepada  seluruh  insan  Perusahaan untuk

menerapkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka:

Keputusan ini berlaku sejuk tanggal ditetapkan, apabili dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di Penajam
Pada Tanggal 21 Desember 2022

DIRENTUR
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Mengesahkan,
BUPATI PENAJAM PASER UTAR,

Ir. H. Hamdam




KATA PENGANTAR
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA

Pertama—tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang
Maha Esa atas segala keberkahan yang diberikan kepada kita semua dan
Perusahaan sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dibidang SPAM yang telah diamanatkan dalam Vis!
dan misi Bupati Penajam Paser Utara.

Tahun 2023 Direksi telah memutuskan untuk melakukan penerapan atas kebijakan
Good Corporate Governance dan Risk Management dalam rangka menciptakan
tata kelola Perusahaan yang baik yang diharapkan dapat menjadi dasar segenap
Insan Perumda Air Minum Danum Taka dalam melaksanakan tugas gan
tanggungjawab sebagai implementasi atas tugas pelayanan di Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan behwa Direksi telah menetapkan
NILAI-NILAI dan BUDAYA serta PERILAKU yang kita sebut * DANUM TAKA “ yang
merupakan perwujudan sikap dan tata nilai perusahaan dalam melakukan kegiatan
internal dan external, “ DANUM TAKA “ mengandung filosofi Perusahaan menjuniun‘g
tinggi adat istiadat serta budaya asli Paser dimana kita berada dan mengandung nilai—
nilai positif untuk kita terapkan dalam menjalankan roda organisasi Perusahaan

sebagai pengelola SPAM di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pada kesempatan ini Direksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. H. Hamdam Bupati Penajam Paser Utara selaku KPM Perumda Air

Minum Danum Taka.

Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Timur beserta Staff.

Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pembina Utama BUMD beserta Jajarannya.
Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka.

Tim GCG dan RM Perumda Air Minum Danum Taka.

Karyawan dan seluruh Staff yang ikut berperan aktif.

2.
3.
4.
5.
6.
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PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang
berkesinambungan, maka Perusahaan menyusun Pedoman Aturan Perilaku
atau Code of Conduct, Code Of Corporate Governance, Board Manual sebagai
norma tertulis yang menjadi panduan standar perilaku dan komitmen seluruh
Insan Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara
dalam melakukan interaksi dengan stakeholder dan sebagai bagian yang
menyeluruh berupa standar perilaku yang tertinggi untuk mendorong

berlangsungnya perilaku etis bagi seluruh Insan Perumda Air Minum Danum
Taka.

Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Danum Taka
menyatakan komitmen untuk penerapan Pedoman Aturan Perilaku atau Code
of Conduct Code Of Corporate Governance, Board Manual Perumda Air
Minum Danum Taka sebagai acuan utama bagi perilaku korporasi dan individu
pegawai Perumda Air Minum Danum Taka sesuai dengan ketentuan yang

berlaku di Perusahaan.
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: BAB |
PENDAHULUAN

11 Latar Bolakang
Pelaksanaan layanan prima dan pengembangan sumber
daya manusia serta meningkatkan kuantitas, kontinuitas, dan
kualitas air minum yang memenuhi persyaratan menjadi prioritas
utama yang secara terus menerus ditingkatkan dengan

memperhatikan kemampuan dan kondisi perusahaan.

Pedoman Aturan Perilaku atau Code of Conduct adalah
norma tertulis yang menjadi penduan standar perilaku dan
komitmen seluruh insan Perumda Air Minum Danum Taka
Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan interaksi
dengan stakeholder dan sebagai bagian yang menyeluruh berupa
standar prilaku yang tertinggi untuk mendorong berlangsungnya

perilaku etis bagi seluruh insan Perumda Air Minum Danum Taka.

Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen
yang menjabarkan nilai-nilai yang melandasi etika usaha dan
perilaku individu Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten

Penajam Paser Utara dalam mengelola perusahaan.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Code of Conduct (CoC)

Perumda Air Minum Danum Taka adalah:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme;,

Pedoman Aturan Perilaku



2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1000 jo undang-undang
Nomor 20 tahun 2001 tenlang pemberantasan tindak pldana
korupsi;

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

S. Peraturaﬁ Pelﬁerintah Nomor 64 Tahun 2017 tentang Badan

| Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999
Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000
tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan
pihak ketiga:

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang
Dipisahkan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2020;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah;

Aturan Perilaku - -




13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5
Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Penajam Paser Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 35 Tahun 2021
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Danum Taka;

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor §39/210/2019
Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah AIr
Minum Kabupaten Penajam Paser Utara;

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/172/2020
Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Masa
Jabatan 2020-2024.

1.3 Visi, Misi dan Nilai-nilai Perumda Air Minum Danum Taka

A,

Visi

“Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Yang
Murah, Berkualitas Dan Terjamin Guna, Mendukung

Pembangunan PPU Yang Maju, Modern Dan Religius.”

B. Misi

1. Optimalisasi sistem produksi dan distribusi dalam rangka
mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi syarat
kualitas dan kuantitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten

Penajam Paser Utara.

2. Meningkatkan kemampuan keuangan melalui efesiensi

biaya dan peningkatan pendapatan perusahaan sehingga

Pedoman Aturan Perilaku



bordampak  positl  torhadap  pendapatan  asll doaroh
Kabupalen Penajam Paser Ularn,

3. Menciplakan sumber daya manusia  yan( Handal,
Prolessional, Memilkl doya saing dan Sejuhtern dongan
penerapun Good Corporalo Governianeo (OCG) dengan
prinslp  Transparansl,  Akuntabllitas, Rosponsibllitas,
Independensi dan Kewajaran.

4. Meningkatkan cakupan pelayanan dan korjasama yang
harmonls dengan stakeholder di Kabupaten Penajam Paser
Ulara sarta moningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas,
Kacepatan dan Keramahan (K5) dalam pelayanan sebagal
upaya nyata dalam memberlkan pelayanan prima dan
kepuasan pelanggan,

Visl dan Misi harus sejalan sehingga dapat tercapal
tujuan yang diinginkan. Visi dan misi inl dirumuskan setelah
perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan perusahaan
gorta lelah dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang
dihadapi perusahaan.

Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam
Paser Ulara meyakini bahwa untuk menjadi salah satu
perusahaan penyedia air minum yang Sehal maka
perusahaan harus melakukan langkah-langkah sebagai
berlkut:

a. Memberlkan pelayanan air minum kepada masyarakat
dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas yang memenuhi
persyaratan,

b. Meminimalkan Keluhan Pelanggan melalui pelaksanaan
Pelayanan Prima;

Pedoman Aturan Perilaku




tr L
¢ Mengemhangkan karyawannya sebagal asol & ateg

perysahaan,

an
d Menarapkan prinsip-prinsip good corporalo (overnance d

n
melaksanakan aklivitas perusahaan yang berwawasa

ingkungan

Disamping itu, misi yang ingin dicapal perumda A
Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara adalah
n

menjadi salah satu sumber pendapatan asl daerah Kabupate

Penajam Paser Utara.

Disadari bahwa implementasi misi yang telah dirumuskan
akan terdapat hambatan maupun tantangan. Maka dari fu,
hendaknya pelaksanaan misi ini dibarengi dengan motivasi dan

optimisme yang tinggi dari setiap elemen perusahaan.

C. Nilai-Nilai, Budaya dan Perilaku Perumda Air Minum Danum
Taka
Nilai perusahaan (Corporate Value) adalah pernyataan
berisikan hal-hal yang dijunjung tinggi dan merupakan jiwa
perusahaan serta dijalankan, oleh seluruh organ perusahaan
sehingga menjadi budaya dalam mencapai visi dan misi
perusahaan. Untuk mewujudkan budaya dalam mencapai nilai-
nilai perusahaan ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk
SOP (Standard Operation Procedure).

Adapun nilai-nilai perusahaan yaitu, “ DANUM TAKA ”
yang memiliki kepanjangan dari Disiplin, Agamis, Netral,
Utama, Mandiri, Tanggung Jawab, Aktif, Kepercayaan dan
Antusiasme dengan uraian sebagai berikut:

1. Disiplin
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku disiplin

serta mengembangkan ketaatan atas peraturan perusahaan

Pedoman Aturan Perilaku



dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
Menjadikan  perusahaan yang sehat, handal dan
professional serta dapat mewujudkan dalam keseharian
Maupun dalam pendokumentasian kegiatan perusahaan.
2. Agamis

Karyawan memiliki nilai, budaya dan perilaku taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kewajibannya
sebagai umat beragama menurut kepercayaan masing-
masing dilingkungan kerja dan memberikan toleransi antar

Pemeluk agama dalam perusahaan maupun didalam
masyarakat.
3. Netral

Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang
menjunjung tinggi Netralitas dan bebas kepentingan dari
hal-hal yang bertentangan dengan Perutaran Perusahaan
dan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari
intervensi Kelompok atau Golongan tertentu dalam rangka
kenyamanan pelayanan.

4. Utama
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang
mengutamakan kerja keras, kerja cerdas dalam memberikan
pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat serta
mengutamakan taggung jawab sebagai seorang karyawan
yang memiliki kewajiban dalam perusahaan.

5. Mandiri
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang
mengutamakan kemandirian dalam menjalankan tugas
Pelayanan serta tidak bergantung pada kondisi keterbatasan
dan kekurangan yang dimiliki oleh Perusahaan, memiliki

kemampuan dan karakter yang kreatif dan visioner dan

Pedoman Aturan Perilaku -



mampu  menghasilkan hal-hal yang inovetif  dalam
menunjang tanggung jawab perusahaan di bidang 5PAM.

6. Tanggung Jawab
Karyawan memillki nilai dan budaya serta perilaku
bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan
tugas-tugas perusahaan balk pekerjaan yang bersifat umum
maupun pekerjaan yang bersifat khusus.

7. Aktif
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang aklif
dalam berbagai situasi dan kondisi guna memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat di
Kabupaten Penajam Paser Utara.

8. Kepercayaan
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yangd
dapat dipercaya dalam melakukan tugas perusahaan baik
yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan maupun
untuk kepentingan masyarakat dan berperilaku suci dalam
pikiran perkataan dan perbuatan.

9. Antusiasme
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku antusias
dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja di
bidang SPAM pada perusahaan serta memiliki kemampuan
dan budaya saling gotong royong dan kerjasama.

14 Organ Perusahaan
Organ Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam
Paser Utara terdiri dari organ dan stakeholder perusahaan.
a. Organ utama perusahaan terdiri dari:
1. Kuasa Pemilik modal (Kepala Daerah)
2. Dewan Pengawas
3. Direksi

Pedoman Aturan Perilaku




L. Stakoholder Parumda Alr Minum Danum Taka Kabhupaten
Penajam Paner Utara lerdirl darl:
I Pelanggan,
i Pegawali,
ili.  Pemerintah;
iv.  Mitra kerja,
v. Masyarakat; dan

vi. Komponen Masyarakat lainnya.

1.5 Pengertian Umum

Pedoman Aturan Perilaku (Code of Conduct) merupakan
gabungan dari kode etik, kode praktek dan kode tingkah laku yang
berisi pernyataan nilai dan berisi prinsip yang menjadi tujuan dari
perusahaan, perkiraan dan gambaran dari nilai dan prinsip
perusahaan yang ditujukan kepada pegawai sebagai pembuat
keputusan individu dan pernyataan aturan — aturan tentang apa
yang sebaiknya dilakukan atau apa yang sebaiknya tidak dilakukan.
Pedoman Aturan Perilaku menjadi acuan jangka panjang bagi
Organ Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam
Paser Utara dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga

menjadi budaya perusahaan.

Dalam Pedoman Aturan Perilaku (Code of Conduct) yang dimaksud

dengan:
1. Perumda Air Minum Danum Taka adalah Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan

memberikan pendapat dan saran.
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Direks| adalah Direks! Perumda Alr Minum Danum Taka

Kabupaten Penajam Paser Ulara

Insan Perumda Alr Minum Danum Taka adalah Dewan

Pengawas beserla perangkatlnya (sekrelariat), Direksl, dan

Pegawal Perumda Alr Minum Danum Taka Kabupaten

Penajam Paser Ultara.

Benturan Kepenlingan adalah keadaan dimana seorang insan

Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser

Utara mempunyai kepentingan selain kepentingan perusahaan

sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga

menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan hasil terbaik.

6. Good Corporate Governance adalah komitmen, aturan dan
praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika.

7. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis
yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu
standar perilaku.

8. Mitra Kerja adalah mitra perusahaan seperti investor,
Pemerintah Provinsi/Daerah, Perusahaan dan lembaga yang
berkepentingan dalam pengembangan perusahaan.

9. Donasi adalah sumbangan (berupa uang, jasa dan atau
barang) dari perusahaan kepada perkumpulan atau orang
perorangan.

10. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri dan atau
orang lain dengan mengambil atau mengalihkan kekayaan
negara/perusahaan secara tidak sah.

11. Suap adalah pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada
pejabat hégaraipemerintah dengan imbalan agar pejabat
negara/pemerintah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya
dilakukan.

12. Gratifikasi adalah hibah atau pemberian/hadiah kepada pejabat

karena jabatannya dalam penyelenggaraan
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, ran
Pemerintah/Negara yang tidak sesuai dengan peratu
Peérundang-undangan .

1.6 Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan
Bab Il Etika Bisnis

Bab IIl Hubungan Dengan Stakeholder

Bab Iv Penerapan dan Penegakan
BabV Penutup
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2.2

BAB II
ETIKA BISNIS

Ketaatan Terhadap Hukum

Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan
menjadi pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum
Mmerupakan standar dari perilaku yang harus dijalankan.
Perusahaan senantiasa membina hubungan yang sehat, harmonis
dan konstruktif dengan Regulator, Legislator dan Instansi terkait
lainnya baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Perusahaan juga menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme - - (KKN) dalam berhubungan dengan
Pemerintah/Regulator, Legislator dan Instansi terkait lainnya.
Peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk perilaku
bisnis Perusahaan ini mencakup Undang-undang, Peraturan
Perusahaan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hukum
bisnis dan peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan

dengan lapangan usaha Perusahaan.

Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan
merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan
yang dilakukan oleh setiap Insan Perumda Air Minum Danum Taka
Kabupaten Penajam Paser Utara. Ketentuan selanjutnya dapat

mengacu pada peraturan Perusahaan yang berlaku.

Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana
seseorang dapat membuat keputusan dalam jabatannya di

Perusahaan yang dapat memberikan keuntungan pada dirinya

Pedoman Aturan Perilaku
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Sendit atau pihak lain. Dalam hal kepentingan pribadl atau
golongan seseorang berpolonsl mempengaruhi secara negatif
kBDumsan-kepuluennnya untuk kebalkan Perusahaan, maka
terjadilah  sualu  penyalahgunaan Jabatan. Penyalahgunaan
Jabatan dalam suatu keadaan atau kejadian yang memanfaatkan
kedudukan dan wewenang Insan Perumda Air Minum Danum Taka
Kabupaten Panajam Paser Utara yang ditetapkan dalam Sistem
Organisasi Perusahaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi
atau golongan atau pihak lainnya yang berpotensi untuk
mempengaruhi secara negatif terhadap pengambilan keputusan
dan pencapaian tujuan Perusahaan. Benturan Kepentingan dan
Penyalahgunaan Jabatan terjadi apabila:

a. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan
untuk kepentingan di luar Perusahaan.

b. Memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun
kelompok.

c. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan
Perusahaan pesaing dan/atau Perusahaan mitra atau calon
Mitra lainnya, dikecualikan untuk Koperasi Karyawan Perumda
Air Minum Danum Taka.

d. Melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perusahaan pada jam
kerja.

e. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda
sampai dengan derajat ketiga antar sesama Anggota Direksi
dan/atau Anggota Dewan Pengawas.

Terhadap kondisi benturan kepentingan dan penyalahgunaan
jabatan tersebut, maka seluruh Insan Perumda Air Minum Danum

Taka Kabupaten Penajam Paser Utara:

Pedoman Aturan Perilaku
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Selaly menghindarl benturan kepentingan dalam  bentuk
apapun dan menempalkan kepentingan Perusahaan sebagai
salu-satunya tujuan pekerjaan.

- Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan
kegiatan Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam
Paser Utara.

. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta
Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau
golongan.

- Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis
Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.

- Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan
yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat
perkembangan Perusahaan.

Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain
yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan baik
langsung maupun tidak langsung.

. Tidak memegang jabatan apapun pada Perusahaan/institusi
lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis
dengan Perusahaan maupun yang ingin dan atau sedang
berkompetisi dengan Perusahaan.

. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan
istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak
lain atas beban Perusahaan.

Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Pelanggan,
Pemasok, Mitra Bisnis, Pemerintah atau pihak lain melebihi dari
kebijakah yang ditetapkan Perusahaan.

Tidak melakukan pekerjaan atau profesi di luar Perusahaan
pada jam kerja serta melaporkan setiap kepentingan dan/atau
kegiatan-kegiatan di luar Perusahaan pada jam kerja kepada

atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin.

Pedoman Aturan Perilaku
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Kk Tidak terlibat proses pengambilan kepulusan dalam hubungan
bisnis dengan Mitra Usaha, Posaing atou Pemasok yang
Memilkl  hubungan dan melaporkan kepada Pimpinan
Perusahaan bila mempunyal hubungan keluarga atau

hubungan khusus lainnya dengan Mitra Usaha, Pesaing atau
Pemasok tersebut,

23 Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Insan Perumda Air Minum Danum Taka dilarang memberikan
atau menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak
langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari sebagai
imbalan atas apa yang telah dilakukannya atau tindakan lainnya.

2. Insan Perumda Air Minum Danum Taka diwajibkan
menandatangani dan melaksanakan pakta integritas setiap
tahun antara lain:

a) Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak
melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

b) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap transparan,
jujur, obyektif dan akuntable dalam melaksanakan tugas.

c) Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)
dalam melaksanakan tugas.

d) Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan
perundang — undangan dalam melaksanakan tugas terutama
kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan dan
sesama pegawai dilingkungan kerja secara konsisten.

e) Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di

Perumda Air Minum Danum Taka serta turut menjaga

Pedoman Aturan Perilaku
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2.4

kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Kepedulian Terhadap Kesehatan, Keselamatan Kerja &
Pelestarian Lingkungan

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat
penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan.
Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara
perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja
Insan Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser
Utara. Oleh karena itu bagi setiap Insan Perumda Air Minum
Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara dalam bekerja
harus:

a. Menjaga lingkungan kerja yang bersih dan sehat sehingga dapat
meningkatkan produktifitas kerja.

b. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau
standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.

c. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat
menghindari terjadinya kecelakaan.

d. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja
yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat mencapai
tujuannya dengan baik.

e. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang
terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan
senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.

f. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi
kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang
terkait dalam batas waktu yang ditentukan.

g. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala

terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan
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Sistem deteksi secara seksama sesual kewenangannya untuk
memastikan kesiapannya.

h. Berperan aktif dalam mendorong tetap menjaga kelestarian
sumber air baku dengan melakukan upaya — upaya pelestarian
lingkungan Sumber Daya Air (SDA).

2.5 Kesempatan yang sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan

Promosi

a. Perusahaan menjunjung tinggi penegakan hukum dan
peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan
ras, gender, agama dan jabatan.

b. Perusahaan selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di
dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi.
Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara
untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi serta perlakuan

yang adil kepada seluruh karyawan.

2.6 Integritas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Insan Perumda Air Minum Danum Taka mengelola data
secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dalam menyajikan
laporan berkala dan laporan tahunan dan harus:

1. Memenuhi standar pelaporan yang berlaku.

2. Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi
Keuangan ETAP dan Laporan Kinerja disusun menggunakan
aturan yang berlaku dari Kementerian yang terkait.

3. Laporan yang disajikan harus memuat informasi-informasi yang
benar dan jujur.

4. Proses audit terhadap laporan keuangan dan kinerja harus

dilaksanakan berdasarkan standar audit yang berlaku.
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2.8

Perlindungan Informasl dan Asot Tidak Borwujud
Informasi dan segala aset yang tidak berwujud, lerm
Riset, Teknologi Dan Hak Alas Kekayann Intelekiual (HAKI) yang
diperoleh atas penugasan dan atau alas beban perusshaan
menjadi milik perusahaan yang harus diamankan gesual aturan
yang berlaku.
Setiap insan Perumda Air Minum Danum Taka waljib untuk

menjaga dan melindungi kerahasiaan data dan informasi
masi telah

stk hasll

perusahaan, kecuali bila penyebarluasan data dan infor
disetujui Direksi Perumda Air Minum Danum Taka.

Perlindungan Harta Perusahaan
Segala bentuk aset perusahaan merupakan sumber daya
yang harus dijaga dan dipelihara demi berjalannya proses bisnis
perusahaan secara berkelanjutan. Penyimpangan dan
penyalahgunaan aset Perumda Air Minum Danum Taka merupakan
tindakan yang harus dihindari setiap Insan Perumda Air Minum
Danum Taka, dengan demikian setiap Insan Perumda Air Minum
Danum Taka:
1. Wajib mengamankan, menggunakan dan memelihara aset
perusahaan secara efisien.
2. Dilarang menggunakan aset Perumda Air Minum Danum Taka
untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya tanpa seijin Direksi.
3. Menjaga dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
yang dimiliki dan digunakan perusahaan.
4. Tidak dibenarkan dengan sengaja atau karena dengan
kecerobohannya merusak harta perusahaan
5. Bertanggung jawab terhadap aset Perumda Air Minum Danum
Taka yang diserahkan pengelolaan kepadanya dan melaporkan

bila terjadi kerusakan.
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Pengelolaan dan Pendayagunaan Akilva Tetap
Pangelolaan dan pandayagunaan akiiva tetap handakry
dimantaatkan  wepenuhngs  untuk  meningkatkan kinerja
perusahann Oleh karona iy soliap Insan Perurmda Alf Minurn
Danum Taka melakukan pengelolaan asel sebagai berikul
1 Pengelolaan aset dilakukan berdasarkan prinsip penggunaan
yang terbaik dan optimalisasi hasil atas setiap asel yang
digunakan.
2. Menyusun dan melakukan pembaharuan catatan atas aktiva
tetap disertai penjelasan mengenai kondisi aktiva tetap tersebut.
3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan aktiva tetap untuk
menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

Penggunaan Teknologi Informasi
Teknologi informasi adalah payung besar terminologi yang
mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan
menyampaikan informasi. Teknologi informasi termasuk akses
terhadap computer, email, internet, telepon, Handy Talky (HT) serta
faksimili merupakan fasilitas Perumda Air Minum Danum Taka yang
disediakan bagi Insan Perumda Air Minum Danum Taka dalam
rangka mendukung bisnis perusahaan. Teknologi informasi harus
secara optimal digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan bisnis
perusahaan,
Optimalisasi fungsi teknologi informasi itu menjadi komitmen
pegawai dengan berperilaku:
a. Menjaga kerahasiaan user dan password masing-masing agar
tidak digunakan pegawai lain atau pihak-pihak lain.
b. Menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis
perusahaan.
c. Tidak menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi
yang bersifat diskriminatif, melecehkan dan mengancam.

Pedoman Aturan Perilaku

18



21

212

d. Tidak menggunakan program atau data perusahaan untuk

kepentingan pribadl alau suatu kelompok yang merugikan
perusahaan.

Keglatan Soslal dan Politik

Perusahaan memahami hak setiap Insan perumda Air
Minum Danum Taka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial
di lingkungan perusahaan dan masyarakat. Dalam mengikuti
kegiatan sosial Insan Perumda Air Minum Danum Taka dapat
memberikan dukungan dana sepanjang dianggarkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Perusahaan
bersikap netral dalam pemberian dukungan politik, perusahaan
menjamin Insan Perumda Air Minum Danum Taka untuk
melaksanakan hak étas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi
politiknya. Namun demikian setiap Insan Perumda Air Minum
Danum Taka dilarang melakukan kegiatan politik praktis di
lingkungan perusahaan, tidak menjadi pengurus partai politik atau
organisasi yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, tidak
menggunakan fasilitas, dana, SDM perusahaan dan aset
perusahaan untuk memberikan kontribusi bagi kegiatan partai

politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hadiah/Cinderamata, Komisi dan Suap

Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cindera Mata,
Komisi maupun Jamuan Bisnis dilakukan dalam rangka interaksi
sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dan
Mitra Usaha secara sehat dan wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam
menjalankan usaha Perusahaan.
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Hadiah/Cindaramata ndalah sollap pembarian dan/atau
penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau
selara uang, barang, rabal (diskon), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma ~ cuma dan fasilitas lainnya yang tidak
dinikmati bersama-sama dengan pemberi.

Insan Perumda Air Minum Danum Taka diperkenankan
untuk menerima hadiah/cinderamata seperti jamuan makan,
plakat dan benda-benda promosi yang mencantumkan logo atau
nama perusahaan. Insan Perumda Air Minum Danum Taka tidak
diperkenankan untuk menerima dan memberi apapun yang
berharga dari pemasok, provider, atau mitra bisnis lainnya yang

dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menjalankan bisnis
perusahaan.
b. Komisi

Komisi adalah imbalan yang diterima sebagai akibat dari
adanya transaksi yang dilakukan perusahaan. Seluruh komisi
yang diterima harus dibukukan sebagai pendapatan
perusahaan.

c. Suap

Suap adalah suatu pemberian ataupun janji untuk memberi
kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi
keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain dengan
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya, untuk keuntungan pemberi
suap.

Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang,
barang, fasilitas atau penerimaan jabatan kepada keluarga
pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya yang dapat
merupakan imbalan.
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BAB Il
HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

Pemangku kepentingan selain Pemillk Modal adalah mereka yang
memilki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yand
mempengaruhi secara langsung oleh keputusan gtrategis dan operasio@'
perusahaan, tetapi tidak terbatas pada pegawal, pelanggan, mitra bisnis,
masyarakat dan kelompok masyarakal lainnya terutama sekitar tempat
usaha perusahaan serta pemerintah daerah dan DPRD. Antara perusahaan
dan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesual dengan

asas kewajaran dan kesetaraan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

31 HUBUNGAN DENGAN SESAMA PEGAWAI

1. Setiap kebijakan yang terkait dengan pegawai disusun secaral‘
transparan dan mengakomodasikan kepentingan pegawal
dengan memperhatikan kondisi perusahaan;

2. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas
dari segala bentuk tekanan yang mungkin timbul sebagai akibat
perbedaan sifat, keadaan pribadi, dan latar belakang
kebudayaan seseorang.

3. Perusahaan harus memenuhi hak pegawai sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan kemampuan perusahaan.

4. Bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan
koreksi dari sesama Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka.

5. Bersedia membantu pegawai lainnya yang mengalami kesulitan

dalam melaksanakan tugasnya.
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33 HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS/PROVIDER
Perumda Av Minum Danum Taka dalam berhubungan
dengan calon Mitra Usaha dilakukan secara profesional, setara dan

saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagal
berkut:

1. Penyedia barang dan jasa merupakan mitra kerja strategis bag!

perusahaan;

- Perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik, adil, dan
transparan dengan penyedia barang dan jasa guna menjamin
ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan,

. Perusahaan memelihara data dan informasi yang mutakhir
mengenai penyedia barang dan jasa;

- Perusahaan melakukan evaluasi secara adil dan transparan
terhadap penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

5. Perusahaan memperhatikan hak dan kewajiban penyedia

barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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3.4 HUBUNGAN DENGAN PESAING

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangd
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Perusahaan sangat mendukung iklim usaha persaingan yang sehat
di dalam industri penyediaan air minum.

Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap kegiatan
usahanya yaitu

1. Melaksanakan usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah

persaingan yang sehat dan beretika sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. |

Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan yang sehat
dengan pesaing.

Melarang kesepakatan/perjanjian dengan pesaing yang terkatt
dalam kegiatan. bisnis yang dapat melanggar Peraturan
Perundang-Undangan yang berkait dengan monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat.

3.5 HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN

INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA

Perusahaan wajib untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Perusahaan senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan

guna meningkatkan kontribusi pembangunan daerah.

3.6 HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

1. Perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat
sekelilingnya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan
dan masyarakat pada umumnya;

2. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pedoman Aturan Perilaku
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HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASA

1 Menyampaikan informasi mengenal Perusahaan secara terbuka
dan betanggung jawab dalam kerangha membangun cltra
Perusahaan yang positif dengan tetap mengharmatl kode etik
jumalistik.

2. Memberikan informasi yang akurat, relavan, berimbang dan

bersifat  edukatit kepada masyarakat dalam pemahaman
tethadap usaha perusahaan.

3. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritlk  membangun yang
disampaikan melalul media masa.

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SEBAGAI SUMBER AIR BAKU DAN PELAKSANAAN
KONSERVASI

Salah satu hubungan penting yang perlu dijaga oleh
Perusahaan adalah hubungan dengan Regulator. Pemahaman in
mendasari komitmen Perusahaan untuk membangun hubungan
dengan seluruh Instansi dan Pejabat Pamerintah (Regulator) untuk
kelangsungan pelayanan penyediaan air minum pada masyarakat
berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku.
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3.9  HUBUNGAN DENGAN PERPAMSI

Perumda Air Minum Danum Taka menjadikan Perpamsi
sebagai organisasi yang menaungi Perumda Air Minum Danum

Taka untuk mendukung tercapainya peningkatan kinerja
perusahaan melalui:

a. Pemberian informasi yang diperlukan oleh Perpamsi.

b. Berperan aktif dalam kegiatan Perpamsi yang mendukung
peningkatan kinerja Perumda Air Minum Danum Taka.

c. Memperhatikan masukan dan saran yang diberikan oleh

Perpamsi untuk kemajuan perusahaan.

Pedoman Aturan Perilaku
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4.2

4.3

B BAB |V
ENERAPAN DAN PENEGAKAN

PRINSIP DASAR

Code of Conduct berlaky bagl seluruh Insan Perumda Air
Minum Danym Taka yaitu Dewan Pengawas beserta perangkatnya
(Sekretariat), Direks| gan Pegawal Perumda Alr Minum Danum
Taka tanpa terkecuali. Direksi Perumda Air Minum Danum Taka
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Code of Conduct ini
dikomunikasikan, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh Insan
Perumda Ajr Minum Danum Taka sehingga memiliki keunggulan

dan dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan yang
berkesinambungan.

Seluruh Insan Perumda Air Minum Danum Taka waijib

memahami dan menerapkan seluruh ketentuan dalam Code of
Conduct ini secara konsisten dan bertanggunjawab.

PENGAWASAN PELAKSANAAN CODE OF CONDUCT
Perumda Air Minum Danum Taka menetapkan Kepala Satuan
Pengawasan Internal (SPI) dan seluruh Kepala Bagian, untuk
bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Etika Kerja
(Code of Conduct) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN CODE OF CONDUCT
Perumda Air Minum Danum Taka senantiasa melakukan
perbaikan dan pengembangan Code of Conduct sejalan dengan
perubahan dan perkembangan usaha di masa mendatang.
Penyesuaian juga dilakukan jika terdapat perubahan peraturan,

kondisi sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta

Pedoman Aturan Perilaku
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PENaMlaman porusahaan, Geluruh Insan Perumda At Minum

Danum Yaka diharapkan dapal memberikan saran dan masukan
untuk memperbaiky penerapan Code of Conduc! maupun sebhnga
bahan pengembangan Code of Conduct di masa mendatang

MEMBANGUN KOMITMEN TERHADAP CODE OF CONDUCT

@) Untuk membangun komitmen lerhadap pelaksanaan Code of
Conduct.

b) Perumda Air Minum Danum Taka melaksanakan sosialisasi
secara berkala kepada seluruh pegawal, Direksi dan Dewan
Pengawas.

¢) Seluruh insan Perumda Air Minum Danum Taka disediakan buku
saku mengenai Code of Conduct yang berlaku dan wajib
menandatangani pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap
Code of Conduct.

d) Pernyataan kepatuhan dan komitmen terhadap Code of Conduct
harus diperbaharui dan ditandatangani bila ada perubahan

jabatan atau setiap tahun sekali oleh setiap Insan Perumda Air
Minum Danum Taka.

Pedoman Aturan Perilaku
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BABV
PENUTUP

Untuk efektivitas penerapan Code of Conduct perlu ditetapkan

pelaporan atas pelanggaran yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini

dan mencegah semakin luasnya permasalahan yang timbul.

5.1  PELAPORAN PELANGGARAN

- Setiap Insan Perumda Air Minum Danum Taka berkewajiban

melaporkan setiap indikasi terjadinya perilaku yang melanggar
Code of Conduct kepada Direksi.

. Perumda Air Minum Danum Taka berkewajiban menjaga

kerahasiaan pelapor dan memberikan penghargaan kepada

pelapor sesuai ketentuan yang berlaku, apabila pelanggaran yang

dilaporkan memang benar terjadi.

Perumda Air Minum Danum Taka memberikan sanksi kepada

pelapor yang terbukti laporannya tidak benar dan melakukan

rehabilitasi kepada terlapor.

Perumda Air Minum Danum Taka berkewajiban menyusun sistem

pelaporan pelanggaran sebagai sarana untuk menyampaikan

laporan pelanggaran, antara lain memuat:

i. Tingkat kepatuhan terhadap Code of Conduct,

ii. Upaya-upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Code of
Conduct,

ii. Permasalahan yang dihadapi, pelanggaran yang terjadi
berikut sanksi yang diberikan.

Pedoman Aturan Perilaku
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5.2 PENGELOLAAN PELAPORAN

- Setiap Pelaporan pelanggaran yang disampaikan kepada Direksi

Perumda Air Minum Danum Taka wajib disertal dengan bukti
yang dapal dipertanggung jawabkan.

- Seliap laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Tim dan

atau bagian yang ditunjuk Direksi untuk melakukan investigasi

Sampai rekomendasi sebagal dasar pengambilan keputusan
Direksi.

- Setiap  pengambilan keputusan atas laporan pelanggaran

dilaksanakan secara berkeadilan dan bertanggung jawab
dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

53 SANKSI

Sanksi-sanksi yang diberikan dan pihak-pihak yang berwenang

memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap Code of Conduct.

1.

Jika melalui penyelidikan dan terbukti ada Insan Perumda Air
Minum Danum Taka yang dilaporkan melakukan pelanggaran,
maka sanksi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Individu yang melakukan pelanggaran etika usaha dan etika
kerja (Code of Conducf) memilki hak menyampaikan
penjelasannya dihadapan atasan langsung sebelum pemberian
sanksi.

Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata
terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.

Jika pelanggaran dilakukan oleh karyawan, maka Direksi
berwenang menetapkan sanksi berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

Jika pelanggaran dilakukan oleh anggota Direksi, maka Dewan
Pengawas berwenang memberikan laporan kepada KPM

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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6.
Dokumen Code of Condyet inf diberlakukan sejak ditetapkan
oleh Direksi.

Dengan demikian, semenjak tanggal tersebut, seluruh Insan Perusahaan

Umfjm Daerah Air Minum Danum Taka wajib mematuhi dan mendasarkan
kegiatannya pada Dokumen Code of Conduct.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata  kelola porusaliman  yarg  baik  (Oood Corporate
Governance) yang selanjutnyn disebut GCO adalah suati sirukiuf
dan proses yang digunakan untuk meningkatkan kiner)a aan
keberhasilan usaha serta akuniabiilas perusahaan untuK
mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Peran BUMD menempati posisi penting dalam memberikan
kontribusi pendapatan bagi daerah. BUMD harus dikelola secara
profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada
pemangku kepentingan dan sekaligus mampu menghasilkan
keuntungan yang wajar untuk keberlanjutan usahanya. Oleh
karena itu, BUMD periu dikelola dengan berasaskan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate
Governance.

Dalam rangka penerapan GCG tersebut, perlu adanya CoCG
sebagai acuan/norma/pedoman dalam interaksi antar organ

perusahaan maupun dengan stakeholders lainnya.

1.2  Tujuan Penerapan GCG

1. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional dengan
mendasarkan pada prinsip-prinsip GCG sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan secara optimal.

2. Mendorong pengelola BUMD agar dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi
dan kepatuhah terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
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Perusahaan terhadap

Iingkungan di sekitar peru

: Meningkatkan daya saing

stakeholders maupun  kelestarian
sahaan,

BUMD karena perusahaan dikelola

dengan Prinsip-prinsip yang sehat dan beretika.

' Meningkatkan Peran BUMD sebagai sumber pendapatan asli

5. Meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan

Perekonomian daerah secara khusus dan nasional
6. Meningkatkan

investasi daerah.

secara umum;
ikim  yang  kondusif bagi perkembangan

1.3 Prinsip-prinsip GCG

Prinsip-prinsip Gcg dalam pengelolaan BUMD terdiri dari:
Transparancy (Tranparansi),  Accountability ~ (Akuntabilitas),
Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency

(Kemandirian). Faimess (Kewajaran) disingkat menjadi TARIF
dengan uraian sebagai berikut-

1. Transparansi (Transparancy)

Keterbukaan dalam  melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi

materiil dan relevan mengenai perusahaan kepada pihak yang
berkepentingan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Kejelasan tugas, kewenangan, dan hak, serta pelaksanaan dan
mekanisme  pertanggungjawaban masing-masing  organ

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efisien dan efektif;
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3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan
Perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsiP

pengelolaan perusahaan yang sehat;

4. Kemandirian (Independency)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan tanpa pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang beraku dan prinsip-prinsip pengelolaan

perusahaan yang sehat;

5. Kewajaran (Faimess)

Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak stakeholder
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

1.4  Visi, Misi dan Nilai-nilai Perumda Air Minum Danum Taka
a. Visi
Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Yang
Murah, Berkualitas Dan Terjamin Guna, Mendukung
Pembangunan PPU Yang Maju, Modern Dan Relegius. Visi ini
dilatar belakangi oleh adanya wacana Kabupaten Penajam Paser
Utara sebagai |bu Kota Negara Republik Indonesia dan
dibangunnya Kawasan Industri di Kelurahan Buluminung yang
tentunya memerlukan kesediaan air bersih yang cukup besar.
Visi merupakan harapan dan cita-cita yang akan diwujudkan
oleh perusahaan di masa depan dalam jangka waktu menengah

dan panjang. Visi ini akan membentuk perusahaan di masa yang
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akan datang dan memberikan arah bagi parkembangan
perusahaan.

Beberapa uralan vig| dapal dijelaskan sebagai berikut:

1. Langkah awal untuk menuju Perusahaan Umum Daerah Air
Minum yang Sehat adalah dengan membenahi semua aspek,
baik manajemen maupun financial.

2. Harapan untuk menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum
yang sehat dapat dicapai dengan melaksanakan berbagai

usaha yang dituangkan dalam misi.

b. Misi

1. Optimalisasi system produksi dan distribusi dalam rangka
mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi syarat
kualitas dan kuantitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Penajam Paser Utara.

2. Meningkatkan kemampuan keuangan melalui efesiensi biaya
dan peningkatan pendapatan perusahaan sehingga
berdampak positif terhadap Pendapatan Asli .Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Menciptakan sumber daya manusia yang Handal, Professional,
Menmiliki daya saing dan Sejahtera dengan penerapan Good
Corporate Governance (GCG) dengan prinsip Transparansi,
Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.

4. Meningkatkan cakupan pelayanan dan Kerjasama yang
harmonis dengan stakeholder di Kabupaten Penajam Paser
Utara serta meningkatkan Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas,
Kecepatan dan Keramahan (K5) dalam pelayanan sebagai
upaya nyata dalam memberikan pelayanan prima dan

kepuasan pelanggan.
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Vis
' dan Mm hmu‘ Mlnlnn .ohm‘m“

VaNg dungaw
Wikan Vil gan Mist inf dirumuskan setelah perusahaan
mengetah hekuatan

dapat lercapai hujuan

e kelomahan perusahaan serta tolah dapat
' )
"anlentifikasi pehiang dan ancaman yang dihadapi perusahaan

mm::::::‘ ll\b:)::mum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser

¥ Wa untuk menjadi salah satu perusahaan
Penyedia ar minum yang Sehat maka perusahaan harus melakukan
fangkah-langkah sebagai berikut: Memberikan pelayanan air minum
kepada masyarakat dengan kuantitas, kontinuitas dan kualitas yang
MeMmenuhi persyaratan, meminimalkan Keluhan Pelanggan melalul
Pelaksanaan Pelayanan Prima, mengembangkan karyawannya
Sebagai aset strategis perusahaan, menerapkan prinsip-prinsip
90od  comorate  govemance dan melaksanakan  akivitas
Perusahaan yang berwawasan lingkungan.

Di samping itu, misi yang ingin dicapai Perumda Air Minum
Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara adalah menjadi salah

satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

Disadari bahwa implementasi misi yang telah dirumuskan tidak
mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun tantangan. Maka
dari itu, hendaknya pelaksanaan misi ini dibarengi dengan motivasi

dan optimisme yang tinggi dari setiap elemen perusahaan.

c. Nilai-Nilai, Budaya dan Perilaku Perumda Air Minum Danum Taka

Nilai perusahaan (Corporate Value) adalah pernyataan
berisikan hal-hal yang dijunjung tinggi dan merupakan jiwa
perusahaan serta dijalankan oleh seluruh organ perusahaan
sehingga menjadi budaya dalam mencapai visi dan misi perusahaan.
Untuk mewujudkan budaya dalam mencapai nilai-nilai perusahaan
ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk SOP (Standard
Operation Procedure).
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Adapun nilai-njla| perusahaan yaitu, * DANUM TAKA “ yang
memiliki kepanjangan Dislplin, Agamis, Netral, Utama, Mandirl

Tanggung Jawab, Aktif, Kepercayaan dan Antusiasme dengan
uraian sebagai berikut:

1. Disiplin

Karyawan memilik| nilai dan budaya serta perilaku disiplin
serta mengembangkan ketaatan alas peraturan perusahaan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
menjadikan perusahaan yang sehat, handal dan professional
serta dapat mewujudkan dalam keseharian maupun dalam
pendokumentasian kegiatan perusahaan.
2. Agamis

Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku taqwa
kepada Tuhan yang Maha Esa  dalam menjalankan
kewajibanya sebagai umat beragama menurut kepercayaan
masing-masing dilingkungan kerja dan memberikan toleransi

antar pemeluk agama dalam perusahaan maupun didalam
masyarakat.

3. Netral

Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang
menjunjung tinggi Netralitas dan bebas kepentingan dari hal-
hal yang bertentangan dengan Perutaran Perusahaan dan
Perundgan yang berlaku dan bebas dari Intervensi Kelompok

atau Golongan Tertentu dalam rangka kenyamanan
pelayanan.

4. Utama
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang
mengutamakan Kerja Keras, Kerja Cerdas dalam memberikan
Pelayanan Kepada Pelanggan dan Masyarakat serta
mengutamakan taggung jawab sebagai seorang Karyawan
yang memiliki Kewajiban dalam Perusahaan.
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NYAWAI i il dan Ity welin el yrog
NEnuamakan - Nenwndiing - dain L T e
Pelayanan weila (ia hengantung pada fondisl ketahalnan
dan kel angan ey dimikl oleh Perunahen, il
hemampuan dan ekl yang Kiealt don visloner dar
MAMPL menghasiian hal-hal yang movalil dalan menmpang
langaung Jawal permahaan (i bltlang NI'AM
0. Tanggung Jawaly
Katyawon memilii nilal - dan budaya  serla  perliaki
bertanggung jawab dan dapal dipatoaya dalam menjalankan
tagas - lugas perasahaan balk pekar|aan yang baralfal umem
maupun pekerjaan yang bersital Khosos,
7. Akl
Karyawan memillkl nilal din budaya wailn perllaku yang atll
dalam  berbagal situasl dan Kondisl  guna  memberlkan
PU“'anm{ Totbnlk Kopnda Pelanggan dan manyarakil i
Kabupaten Ponajum Paser Ulara.
8. Kepercayann
Karyawan momiliki nilal dan budaya serta perilaku yang dapal
dipercaya dalam molakukan tugas poerusahaan balk yan
dilakukan untuk kepentingan Perusahaan  maupun  untuk
kepentingan masyarakat dan berperilaku sucl dalam pikiran
parkataan dan perbuatan.
9. Antuslasme
Karyawan memiliki nilal dan budaya serta perliaku antusins
dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja di
bidang SPAM pada perusahaan serta memiliki kemampuan
dan Budaya saling gotong Royong dan Kerjasama.

'ode of Corporate Govemance 7



18 Struktyr Porunahaay,

Paser Utara tordir gy V100N dan stakeholder perusahaan.

& Organ ulamp Porusahaan tordirl day
1. Kuasa Pomjk Modal (Kepala Daorah)
2. Dewan Pengawas
3. Diroksi

b.

Stakeholder Perumda Ajr Minum Danum Taka Kabupaten
Penajam Paser Utara terdjri dari:

1. Pelanggan,

2. Pegawai,

3. Pemerintah,

4. Mitra kerja, dan
5. Masyarakat.

8
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BAB I|
STRUKTUR TATA KELOLA

2.1 KUASA PEMILIK MODAL

Pemilk Perumda Air Minum Danum Taka adalah Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakili oleh Bupati
Penajam Paser Ulara sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Kuasa Pemilik Modal memberikan tugas dan tanggung jawab
kepada Direksi untuk melaksanakan pengelolaan Perusahaan
dan kepada Dewan Pengawas untuk mengawasi dan memberikan

nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan
Perumda.

211 Hak Bupati Penajam Paser Utara Selaku Kuasa Pemilik Modal

1. Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Pelaksanaan kekuasaan dimaksud diatas yaitu dalam
kebijakan Perumda meliputi:

a. Penyertaan Modal;

b. Subsidi;

c. Penugasan;

d. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan; dan

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal
pada Perumda;

Code of Corporate Govemance 9



212

Wewenang Bupati

1

Code of Corporate Govemance

Bupali sebagai Kepaln Daerah selaky kuasa pemilk

modal pada Perumda mempunyal kewenangan mengambi
keputusan

Kewenangan Mmengambil  keputusan  dapal diimpahkar
kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dtur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pelimpahan kewenangan meliputi:

a. Perubahan anggaran dasar;
b. Pengalihan aset tetap;

c. Kerjasama:
d

. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak
perusahaan dan/ penyertaan modal;

e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari
modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi
aset;

f.

Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas

dan direksi;

g. Penghasilan dewan pengawas dan direksi;

h. Penetapan besaran penggunaan laba;

I. Pengesahan laporan tahunan;

J- Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan,
dan pembubaran Perumda: dan

k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh
persen) dar jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1
(satu) transaksi atau lebih.

Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang

bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang

dipisahkan;

Besaran Insentif pelaksana kewenangan ditetapkan

berdasarkan:

10




a Targo! kinarn Penimdn,

b Klasilikagl hag pongelolnan  kekayaan daerah yiAnd
dipleahkan seaqn) bidang uanha; dan

¢ Laporan keuangan Perumda

2.2 DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas Parumda Alr Minum Danum Taka merupakan
Pejabat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi ovaluasi

pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah Alf
Minum Danum Taka,

221 Hak Dewan Pengawas

1. Mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh KPM;

2. Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri dari:
a. Honorarium:

b. Tunjangan;
c. Fasilitas: dan/ atau

d. Tantiem atau insentif kinerja.

2.22  Tugas Dewan Pengawas

1. Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah;

2. Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah;

3. Memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta
atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan
Perumda antara lain pengangkatan Direksi, program kerja
yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status
kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum
dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan/atau
menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dan;

Code of Corporate Govemance 11



2.23

224

2.2.5

4 Memeriks
S0 dan menyampaikan Rencana Stratagls Blsnis

Busi
(Businesy Plan/Corporale Plan) dan Rencana Bisnls dan

An
nggaran Tahunan Perumda, yang dibuat oleh Direksi kepada
KPM untuk Mendapatkan pengesahan,

Wowonang Dowan Pengawas

1. Menilai kinerja Diraks| dalam mengelola Perumda;

2. Menilai laporan  triwulan dan laporan tahunan yang

disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM,

- Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan
Pengembangan Perumda: dan

4. Mengusulkan Pengangkatan, pemberhentian sementara,

rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Tanggung Jawab

1. Dewan Pengawas waijib dengan itikad baik dan tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda;

2. Setiap Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya;

3. Dewan pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
4. Membuat dan memelihara risalah rapat.

Organ Pendukung Dewan Pengawas

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas Dalam
menjalankan tugasnya Dewan Pengawas dapat mengangkat
Sekretaris, disamping itu untuk kelancaran dalam melaksanakan
tugas pengawasan, Dewan Pengawas dapat mengangkat Komite
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda

sesuai ketentuan yang berlaku.

Code of Corporate Govemance 12



23

2.31

23.2

Code of Corporate Govemance

DIREKSI

Direksi adalah 0fgan yang dlangkat oloh KPM selaku Pemilk
M.°d°| yang bertugas untuk melakukan pengurusan perusahaan.
P|mksi berkewaljiban dengan Itikad balk dan penuh tanggung
jJawab - menjalankan tugas semata-mata untuk kepentingan
perisahaan dengan memperhatikan kepentingan KPM selaku
pemilik modal dan stakeholders dengan mengindahkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik.

Hak Direksi
1.
2.

Mendapatkan penghasilan yang ditetapkan oleh KPM;

Penghasilan anggota Direksi Paling banyak terdiri dari:
a. Gaiji;

b. Tunjangan:
c. Fasilitas dan/atau; dan
d

. Tantiem atau insentif pekerjaan.

Tugas Direksi

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk

kepentingan Perumda sesuai dengan maksud dan tujuan

Perumda, memastikan agar Perumda  melaksanakan

tanggungjawab sosialnya dan memperhatikan kepentingan dari

berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan
pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda.

b. Membina pegawai.

c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda.

d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

13



Menyusun rencang slralegi bisnis 5 Tahunan (Business Plan
[Corporate Plan) yang disahkan oleh KPM melalui usulan
Dewan Pengawas.

Menyusun dan Menyampaikan rencana bisnis dan anggaran
tahunan perusahaan daerah, yang merupakan penjabaran
tahunan dari rencana strategi bisnis: dan

" .
enyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan
Perumda.

2.3.3 Wewenang Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai dilingkungan

Perumda Air Minum Danum Taka;

. Menetapkan sususanan organisasi dan tata kerja Perumda
Air  Minum Danum Taka
Pengawas:

dengan persetujuan Dewan

Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah
Direksi;

- Mewakilli Perumda Air Minum Danum Taka di dalam dan di luar

pengadilan:

- Menunjuk kuasa hukum apabila terjadi permasalahan hukum

untuk mewakili Perumda Air Minum Danum Taka;

f. Bantuan hukum yang dimaksud huruf e apabila berhubungan
dengan kepentingan Perumda Air Minum Danum Taka;

g. Menetapkan kebijakan perusahaan berdasarkan peraturan
yang berlaku dan best practice yang dapat disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan baik di bidang Produksi, Teknik, Umum
Keuangan dan Humas, dan lain-lain;

h. Menetapkan kebijakan mengenai manajemen risiko;

i. Menetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi;

j. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

Code of Corporate Govemance
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K. Menjual, menjaminkan

aau  melepnskan  mesat Mtk
l,\

erumda Air Minum Danum Taka berdasarkan perselujuan
KPM Alas Pertimbangan Dewan Pengawas,

. Melakukan pinjaman, menglkatkan dirl dalam perjanjian,

dan melakukan kerjasama dengan pihak  lain  dengan

persetujuan KPM qjas pertimbangan Dewan Pengawas
dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Danum Taka.

234 Organ Pendukung Direks|
Satuan Pengawasan Intern (SP1)
SPI merupakan aparat pengawasan intern Perumda yang
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala
SPl diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pengangkatan kepala SPI dilakukan setelah mendapatkan
pertimbangan Dewan Pengawas.

Tugas dan Tanggung Jawab SPI diuraikan sebagai berikut:

1. SPl membantu Direktur Utama dalam melaksanakan
pemeriksaan  operasional dan keuangan, menilai
pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan
memberikan saran perbaikan;

2. SPI Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan
atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern
kepada Direktur Utama;

3. SPI Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
yang telah dilaporkan;

4. SPI melaksanakan  tugas  pemeriksaan  intem
keuangan dan pemeriksaan operasional Perusahaan,

menilai pengendalian, pengelolaan Perusahaan;
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- SP1 webagq olraleglo  businang partner bagl Direksl
dengan Membarikan Maoukan-masukan dan portimbangan
torhadap hal-haj alratogle yang dihadapl Perusahaan;

SPU didukung dengan personil yang momiliki kualitas,
kompetenal, kuanlitng yang memadal untuk pelaksanaan

i n
ligasnya, dan 8onantiasa mengembangkan keahlian da

Pengelahuan gung menjamin kualitas auditnya;
a
-Untuk menjaga kualitag hagj audit, SP| bekerja secar

' an
independen! sesuyai standar Profesi Auditor Internal d
Pedoman Kerja SPI;

an
. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab, d

er
kewajiban Sp| dituangkan dalam Internal Audit Chart
(Piagam Audit SPI).
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3.1

3.2

BAB IIl
PROSES TATA KELOLA

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan
Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan
Direksi dilakukan berdasarkan prosedur yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengacu kepada

ketentuan yang ada di Perumda Air Minum Danum Taka,
dengan uraian sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas dan Direksi diangkat dan diberhentikan

oleh KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas
dan Direksi ditetapkan dengan keputusan KPM melalui proses
yang transparan:

3. Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dan Anggota

Direksi paling sedikit melalui tahap:
a. Seleksi administrasi:
b. UKK; dan

c. Wawancara akhir.

4. Bagi anggota Dewan Pengawas dan / Direksi yang berhenti
sebelum ataupun setelah masa jabatannya berakhir harus

menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dan
menyampaikannya kepada KPM.

Program Pengenalan Perusahaan

Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat untuk pertama
kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai
perusahaan. ‘Tanggung jawab untuk mengadakan program
pengenalan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh
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3.3

Kepala  gp)
Pengawaanyq baru, mak
bila Direkg| yang

don aolyp, Kopaln Bagian, Jikn  Dewon

% Pangonalan dipimpin olah Direksi dan

bari pongenaian dipimpin oleh Dowan
Pengawas.

Materi Program Péngenalan
1.

2.

- Keterangan

. Program pengenalan

mellputi:
Pelaksanaan prinslp-prlnsip GCG oleh perusahaan;

fusahaan yang meliputi: tujuan, sifat
kineria  keuangan dan operasi,
Corporate plan dan rencana kerja dan anggaran
Perusahaan, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya,

Gambaran mengenai pe

dan lingkup kegiatan,
strategi,

berkaitan  dengan  kewenangan  yang

audit internal dan eksternal, system, dan
kebijakan pengendalian internal;

didelegasikan,

Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan
Pengawas serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;

perusahaan  dapat  berupa
kunjungan ke perusahaan, dan
lainnya yang dianggap sesuai dengan perusahaan.

presentasi, pertemuan,
program

Penyusunan Rencana Bisnis, Rencana Kerja, Dan Anggaran

Code of Corporate Govemance

Rencana Bisnis

1. Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda dilakukan oleh
Direksi.
2. Direksi bersama jajaran Perumda wajib menyusun

Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun.
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Penyusunan Rencana Blenis memporhatikan aspirasi
Para pemangku kepentingan dan disetujul bersama oleh
Dewan Pengawae dan disahkan oleh KPM.

- Dalam  hal adanya rencana penyerlaan modal atau
Pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana
Bisnis  disesuaikan dengan Perda tentang Penyertaan
Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh
Pemerintah Daerah.

. Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja
Direksi.

- Direksi waijib menyusun RKA Perumda yang merupakan
Penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

- RKA Perumda waiib disusun oleh Direksi Bersama jajaran
Perusahaan dan disetujui Bersama oleh Dewan Pengawas
dan disahkan oleh KPM.

- Dalam ‘hal adanya rencana penyertaan modal atau
pengUTangan-modal dari Pemerintah  Daerah, = RKA
Perumda disesuaikan dengan rencana pembiayaan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. RKA Perumda merupakan salah satu instrumen untuk
mengukur kinerja Perumda, kinerja pengurus dan kinerja
pegawai yang berkenaan;

10.Kerangka Rencana Bisnis Perumda:

a. Ringkasan eksekutif;

b. Pendahuluan:

c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;

d. Kondisi Perumda saat ini;

e. Arah, sasaran, strategis, dan kebijakan;

f. Program Perumda;

g. Penerapan manajemen risiko;
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b,

0
b

e

g.
h.

N Asumalyang Uipakal dalam panyusunan Rencana Bisnis,

don

)
Moyoeka) keuangan, invastasi dan penyertann modal

Rencana Kerja dan Anggaran
Kerangka Rencana

Korja dan Anggaren Perumda
tngkasan oksekuytf.

Pendahuluan;

realisasi dan prognosia anggaran tahun berjalan;
capaian kinerja Perumda tahun berjalan dan capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;

. RKA tahun yang akan datang;

Proyeksi keuangan Perumda dan anak perusahaan tahun
yang akan datang;

Penerapan manajemen risiko:

hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
penutup; dan

J. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran

tahunan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda.

3.4 Mokanisme Penyampaian Rencana Bisnis dan Rencana
Kerja dan Anggaran

1. Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada
Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas)
hari sejak disampaikan;

2. Penyampaian rancangan Rencana Bisnis dilakukan dengan
penandatangan berita acara serah terima rancangan
Rencana Bisnis dari Direksi kepada Dewan Pengawas;
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10.

1.

Persetujuan Dewan p

engawas ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Dewan Pen

gawas;
Dewan Pgngawas dapat melakukan penelaahan dan
meminta Direksi'menyempumakan rancangan Rencana Bisnis
SeSUal hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas)
hari;

Dalam  hg Dewan Pengawas meminta  Direksi

menyempurnakan fancangan Rencana Bisnis Direksi harus

menyempurnakan fancangan Rencana Bisnis dalam kurun
waktu 15 (lima belas) hari:

Jika dalam wakty 15 (lima belas) Dewan Pengawas tidak

menyetujui atau tidak memberikan persetujuan rancangan
Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah
disetujui;
Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang

dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, dan dapat
disampaikan kepada

Kementerian Teknis/Lembaga
Nonkementerian

sesuai

dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada
KPM  untuk disahkan oleh KPM paling lama 15 (lima belas)
hari sejak diterima:

Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati menugaskan Perangkat
Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan
penelaahan paling lama 15 (lima belas);

Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan Tenagal/lLembaga
Professional sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Pembiayaan telahaan  dibebankan pada
Pendapatan dan Belanja Daerah:

Anggaran

Code of Corporate Govemance
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12

Penyampalan rancan
lambat Pada akhir |
Bisnis dimulal;

0an Rencana Bisnis kepada KPM paling
ulan Nopember sebelum tahun Rencana

13. i
3. Tahun Rencang Bisnis dimulal pada langgal 1 Januari.

3.4.1  Penyampaian Rencana Ko
1

\ rja dan Anggaran

Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada
Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas)
hari sejak disampaikan;

Direksi Menyampaikan hasil notulen rapat dari kegiatan
fancangan penyusunan RKA Perumda kepada Dewan
Pengawas:

Penyampaian rancangan RKA Perumda dilakukan dengan
Penandatangan berita acara serah terima rancangan RKA dari

Direksi kepada Dewan Pengawas;

Persetujuan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat
Persetujuan Dewan Pengawas;

Dewan Pengawas dapat melakukan penelahaan dan meminta
Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda sesuai
hasil penelahaan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari;
Dalam  hal Dewan Pengawas meminta Direksi
menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis Direksi harus
menyempurnakan rancangan RKA dalam kurun waktu 15 (lima
belas) hari;

Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari Dewan Pengawas
tidak menyetujui atau belum memberikan persetujuan
rancangan RKA Perumda, rancangan RKA Perumda dianggap
telah disetujui.

Rancangan RKA Perumda yang telah disetujui atau yang
dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat

disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Non

Code of Corporate Govemance 22



Kementerian wanusl dongan ketentunn Maraturan 17erundand

undangan
Direksi menyampaikan tancangan KA Parumdo kasfrimdin

KI'M untuk disahkan paling lamn 16 (ima belas) han oy
diterima olel KI*'M

"\
0 Sebelum  disahkan  ofgly KPM,  Bupatl  menugaskan

Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Parumda
molakukan penolahaan paling lama 16 (lima belas) hari

10. Porangkat Daerah dapat mengikutseriakan
Tenaga/Lembaga Professional sesual kemampuan Keuangan
Daerah,

11. Pembiayaan  telahaan dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

Penyampaian rancangan RKA Perumda kepada KPM paling

lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA
Perumda djmulai,

12.

13. Tahun RKA Perumda dimulai pada tanggal 1 Januari.

3.5 Perubahan Rencana Bisnis danl/atau Rencana Kerja dan
Anggaran Perumda Air Minum Danum Taka

1. Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan
dalam hal:

a.terjadi perubahan Perda RPJMD yang mempengaruhi
kebijakan Perumda;

b. terjadi  perubahan pada faktor yang mempengaruhi
operasional Perumda: dan/atau

c. terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang
terkait.
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2 Perubahan “ebagaimana  ak  menonkan  target

sas .
asaran, kocual disebabkan olah bencans

Dalam hal tordapal berubahan perda RPJMD terkait arah

kebijakan dan (g Slrategl, Rencana Bisnis diubah mengikuti
Perda Perubahan RPJMD,

Perubahan Rencang Bisnis dilakukan 1 (satu) kali dalam
setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana
Bisnis.

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan
analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali
Perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada
program.

- Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis berlaku
Secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan
Rencana Bisnis.

- Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan
dengan waktu perubahan.

3.5.1 Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

1. Perubahan terhadap RKA Perumda yang telah disahkan dapat
dilakukan dalam hal:

a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;

b. terjadi berubéhan pada faktor yang mempengaruhi
operasional Perumda; dan/atau

d. terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang
terkait.

2. Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda, RKA
Perumda dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

3. Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda berlaku
secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA
Perumda.
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4. Waktu' penyampaian perubahan RKA Porumda disesualkan

dengan waktu perubahan dan dilaksanakan paling lambat bulan
Agustus pada tahun berjalan.

3.6 Kerjasama
1.
2.

Perumda dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. |
Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik

Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama Daerah.

Kerjasama dilakukan dengan prinsip:
a.

b.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
Sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan
kemanfaatan:

saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal
bagi Perumda: dan

. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah dan
masyarakat.

Kefja sama dimuat dalam perjanjan kerja sama yang

ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan
kewenangan;

5. Perjanijian kerja sama memuat:
a. hak dan kewajiban para pihak:
b. jangka waktu kerja sama:
C. penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Perjanjian kerja sama menggunakan Bahasa Indonesia yang
baik dan benar.

7. Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.
Bentuk kerja sama meliputi:
a. operasi (joint operation);

b. pendayagunaan ekuitas (jointventure): dan
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¢ lanoya  wesuni dengan  keteruan  PPeraturan e

undangan
O Bentuk kefja wama berpn operas dilakukan 40002
ketentuan

a disetujul oleh KPM. dan

b memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama

10. Bentuk kerjasama berupa pendayagunaan ekuitas dilakukan
dengan ketentuan:

a. disetujui oleh KPM;

b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhif datam
keadaan sehat:

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa
tanah yang berasal dari penyertaan modal Daeral
kepada Perumda;

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. .

11. Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja
sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
12. Dokumen persyaratan meliputi:

a. proposal kerja sama;

b. studi kelayakan kerja sama;

c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan

d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama

3.7 KONFLIK KEPENTINGAN

Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seseorang karena
kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan,
mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan. Konflik

kepentingan menimbulkan adanya perbedaan antara kepentingan
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ekonomia Pbadg, ol lwhmrun

ara
dangan kepentngan ekone

perusahaan

U dapat menwntatkan  konfik
"“l‘mmgm\

a Pemiik Moda) Idlak

tan
diperkenankan meancampun  Kegwis
Operasional Perusahaa,

Y
' Yang maenjadi tanggung jawab Dire

sesualdengan ketentyan dalam peraturan perundang -undangan

yang bedaky

. Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai

kepentingan yang
dapat menggangqu kemampuan untuk melak

sanakan tugasnya

. < . : i n
Direksi dilarang Meémangku jabatan rangkap, yaitu ,ab'mh
struktural dan fungsional pada instansilembaga Pemennta
- N.
Pusat dan Daerah, anggota Direks; pada BUMD lainnya, BUM

i lkan
Usaha Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbu
benturan kepentingan.

d. Dewan Pengawas

dan Direksi dilarang melakukan
transaksi

yang mempunyai benturan kepentingan dan
mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang
bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya
sebagai Direksi dan Dewan Pengawas sesuai ketentuan.

A ; aan

- Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan perusah
o an

berbenturan dengan kepentingan Direksi, maka perusaha

akan diwakili oleh Dewan Pengawas atau oleh seorang yang
ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
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o PUNGAMDILAN Nlil'um.“"

\ Nemua Kepuhisan

Hatan Pl ddakikan  hardasarkan
musyawarah untok nmitakag gan k@ ti

Ink dicapai kata sapakal
maka keputunan Hlamby berdanakan

sunm larthanyak sasual
denpan  ketentan

Yang  berlaky

dan  memperhatikan
Remampuan perusahaan

.

Setiap  keputusan

Yang  diambil  harus memperhatikan
Kepentingan

Stakeholders Porusahaan, risiko yang melekal.
dan  kewenangan

yang dimiliki oleh soliap DG“O""""'
keputusan:

memberikan masukan Peningkatan kinerja perusahaan;
Bupati Penajam Paser Utara selaky KPM, Dewan Pengawas.

dan Direksi harus konsisten dalam menjalankan keputusan-
keputusan yang telal ditetapkan.

39 MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

. KPM, Dewan Pengawas, dan stakeholders lainnya berhak

memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
mengenai perusahaan secara proporsional;

. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi
mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Pengawas,
dan KPM secara lengkap, akurat, dan tepat waktu;

- Direksi menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan informasi
termasuk klasifikasi kerahasiaan informasi

. Perusahaan mengembangkan media komunikasi dan sistem
yang up to date baik untuk kepentingan eksternal sebagai
sarana komunikasi yang dibangun untuk pencapaian tujuan.
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3.10

B Komunikasi infernal - yan dibangun  patusnhaan

8 Perusahann  harun mengoptimalkan  penggunaan

adalah
i gooara
53&‘-

komunikasl vertikal horlzontal, komanikasl lintas fungs
dua arah dotl alannn ke bawahan dan sebaliknya yang |
dialogie

med1d

komunikaal dan informasl yang tersadin

7. Diroks| melakukan komunikosi socara efektil dengan karyawan:

sosama Direksl, Dewan Pengawas, Pemilik Modal dan
stakeholders lainnya melalui media komunikasi yang tepat 02"

efisien.

PENDELEGASIAN WEWENANG

A.Kuasa Pemilik Modal
Bupati selaku pemiik modal pada Perumda mempunya
kewenangan dalam mengambil keputusan dan kewenangan
tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

B. Direksi

1. Direksi mendelegasikan sebagian wewenang pengelolaan
perusahaan kepada jajaran di bawahnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan untuk
menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan efisiensi dan
efektivitas;

2. Jajaran dibawah Direksi harus  melaksanakan
wewenang  yang didelegasikan tersebut dengan penuh
tanggung jawab dan memberikan laporan pelaksanaannya
kepada Direksi;

3. Pengambilan keputusan dalam proses sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan 2 apabila dilakukan diluar
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| akan menjadi tanggun jawab
penerima kewenangan. ! o

4. Pendelegasian Wewenang

I yang  dilakukan tidak
melepaskan tanggung jawab g

ksi.

3411 PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Keuangan Perusahaan har

Penetapan anggaran haryg Mempertimbangkan kebutuhan,
sumber daya Perusahaan, keterbatasan-keterbatasan, analisis
peluang pasar terhadap kemungkinan pencapaiannya (realistis)

serta mengacy Rencana Bisnis, Renc

ana Kerja dan Anggaran,
3. Evaluasi

terhadap  pelaksanaan anggaran dan analisis

terhadap variance (selisih) yang terjadi dilakukan secara berkala:

Kegiatan perusahaan dilaksanakan dengan mengacu kepada
anggaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan perusahaan diluar anggaran terkait investasi yang

telah ditetapkan harus dilaporkan dan mendapatkan persetujuan
kepada Dewan Pengawas.

312 SUKSESI MANAJEMEN

1. Direksi  menetapkan persyaratan  jabatan  untuk

Senior Manager, Manager, Kepala Bagian, SPI dan jabatan

lain di bawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam
menjalankan strategi:
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2. Direksi  menetapkan Program pengembangan kernampuan

karyawan perusahaan bk fungsional maupun struktural secard
transparan;
3. Penempatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip

profesionalisme sesyaj kompetensi, prestasi kerja, dan syarat-
syarat obyektif,

343 TANGGUNG JAWAB SOS|AL PERUSAHAAN

1. DirEKSi men]a'ankan progra m perusahaa n yang terkalt

dengan tanggung jawab sosia| perusahaan sesuai dengan

ketentuan  perundang-undangan yang berlaku  dan

melaporkannya kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

. Pelaksanaan  program perusahaan yang terkait dengan
tanggung jawab sosial perusahaan dimuat dalam Laporan
Tahunan Perusahaan;

. Direksi wajib memastikan bahwa program perusahaan yang
terkait dengan tanggung jawab sosial memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang diprioritaskan untuk
keperluan dalam pemenuhan kebutuhan air dan pembinaan
masyarakat.

4. Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial diluar rencana
kerja dan anggaran Perumda dapat dilakukan atas persetujuan
KPM.

5. Dewan Pengawas memantau dan memberikan masukan

terhadap pelaksanaan program perusahaan yang terkait dengan
tanggung jawab sosial perusahaan.
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J. Sistem Pangan
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omal antarg Il '
) moncakup hal-ha
sebagal berlky,: |

a. Lingkungan Pangendalian in(grg|

b. Pengkajian dan Pengelolaan rlglke usaha;
c. Aktivitag Pongendalian: |

d. Sistem informag| dan komunikag|:
e. Monitoring,

Dewan Pengawag memantay perkembangan tindak lanjut atas

laporan hasil audit Sp| Maupun Auditor Eketernal;
Dewan

(&7 ]

Pengawas memberikan penilalan dan masukan
terhadap laporan hag|| audit SPI dan Auditor Eksternal yang

mencakup materl laporan, sasaran audil, dan ruang lingkup
audit;

Dewan Pengawas dapat meminta laporan hasil audit SPI
melalui Direksi;

Dewan Pengawas mengawasl dan memantau kepatuhan

Direksl dan tim manajemen dalam menjalankan peraturan
perundang-undangan.

3.16 PELAPORAN DIREKSI

1. Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan
triwulan dan laporan tahunan;
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10.

1.

12.

13.

Laporan  Direks| w@:xnz.:i::
diatas disampaikan kepag
salu dasar pengawngay,.

timakey dalam  angka 1

a _ucs:: 13.5:2? sebagal salah

angka 3, meliputi:
a. perbandingan antarg RKA den
b. penjelasan mengenai deviag;

c. Rencana tindak lanjut atag R

gan realisasi RKA;
atas realisas; RKA: dan
KA yang belum tercapai.

Laporan keuangan paling segjgit Memuat laporan arus kas.

Laporan bulanan disampaikan Paling lama 30 (tiga puluh) hari
pada bulan berikutnya:

giatan operasional dan
laporan keuangan:

Laporan kegiatan Operasional terdiri atas:

a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA:

b. penjelasan Mmengenai deviasi atas realisasi RKA: dan

C. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
Laporan keuangan paling sedikit memuat:

a. neraca;

b. laporan rugi/laba; dan

c. laporan arus kas.

Laporan triwulan disampaikan kepada KPM paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan berkenaan;

Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah
diaudit oleh auditor independen dan laporan manajemen;
Laporan tahunan ditandatangani

bersama Direksi dan
Dewan Pengawas;

Laporan tahunan disampaikan kepada KPM.
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116 PELAPORAN DEWAN PENGAWAS

! Laporan Dewan Pergaeas wetn dan aporan wedan 0@
oSN ahunan yang caampakan epads KPW

Z Laporan Dewan Pengawas paling sedict memuat
2 pelaksanaan Percana Bisns dan PKA Perumda
b. faidor yang mempenganshi kinena Perumda. dan
. Upaya mempentaia kineng Perumda.

3. Laporan vwmden deampaican paing lambat %0 (g2 puih) han
2 adw thwden berrenzan

4. Laporan tzhunan disampaikan kepada KPM paling lambat 90
(Sembitan puluh) hasi seteiah tahun buiy Perumda dmstup.

5 leporan tahunan disahkan cieh KPM paing lambat 30 (8ga
pulLh) hen setelah aporan dienma.

317 RAPAT PEMILIK MODAL, RAPAT LAINNYA DAN RISALAH
RAPAT

1. KPM dapat memernintahkan Dewan Pengawas dan Direksi
Perumda untuk mengadakan rapat membahas hal-hal sirategis
menyangkut pengelolaan Perumda;

2. Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi diaksanakan
3 (tiga) bulan sekal. Dalam kondisi tertentu, Rapat Gabungan
dapat diadakan di luar jadwal tersebut untfuk membahas hal-hal
penting dan mendesak yang memeriukan persetujuan Dewan
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| n
Pengawas Risalah rapat dibual oleh Gekrelaris Dewa

Pengawas

3. Risalah rapal harus dibuat unluk sollap rapat dan dalam rialah

tapat tersebul harue dicantumkan pendapal yang berbeda

dengan apa yang diputuskan dalam rapal bila ada.

3.18  EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

d

Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dan realisasi;

Evaluasi Perumda dilakukan sekurang-kurangnya 1 (salu)
tahun sekali:

Evaluasi dilakukan oleh:

a. Perumda;

b. pemerintah daerah; dan/atau

c. kementerian/lembaga pemerintah non kementenan.
Evaluasi sekurang-kurangnya meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja
Perumda;

Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh
Perumda dan disampaikan kepada KPM;

Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi
Perumda;

KPM menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada
Menteri;

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan
Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel,
transparan, dan professional;
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10. Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk

. meningkatkan kinorja dan nilai Perumda,

b. memberikan manfaal berupa dividen dan pajok kepada
negara dan Daerah; dan/atau

C. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang
kompetitif kepada konsumen.

Restrukturisasi  dilakukan terhadap Perumda yang terus

menerus mengalami  kerugian dan kerugian tersebut

mengancam keberlangsungan usaha Perumda;

12. Restrukturisasi ~ dilaksanakan ~ dengan  memperhatikan

1.

efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

3.19  PENILAIAN KINERJA

1. Penilaian tingkat Kesehatan merupakan tolak ukur kinerja
Perumda:

2. Penilaian ftingkat Kesehatan dilakukan setiap tahun dan
disampaikan kepada KPM:;

o

KPM menilai kinerja perusahaan, Dewan Pengawas dan Direksi;

4. Bupati sebagai KPM menyampaikan hasil penilaian tingkat
Kesehatan kepada Menteri:

5. Dewan Pengawas menyusun rencana kerja pengawasan dan
target kerja setiap awal tahun, serta melakukan evaluasi
sendiri (self assessment) atas pencapaiannya;

6. Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM apabila terjadi
gejala kemunduran kinerja perusahaan:;

7. Direksi menetapkan tolak ukur kinerja masing-masing unit

kerja (Bagian) dan melakukan penilaian setiap tahun secara

transparan untuk mendukung kinerja perusahaan;
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8 Dewan p»
Pongawas  maniinl  partanggungjawaban  Diraks

atas pelaksanaan manajemen rlaiko,

320 PROSES PENUNJUKAN DAN PERAN AUDITOR EKSTERNAL

! Auditor Eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan
dapat ditetapkan oleh KPM:

2. Dewan pengawas dapat mengajukan calon auditor eksternal
berdasarkan hasil dari komite audit kepada KPM;

3. Auditor  Eksternal melakukan  audit terhadap laporan
keuangan perusahaan untuk memberikan pendapat atas
kewajaran penyajian laporan keuangan secara independen dan
professional.

4. Auditor Eksternal menyampaikan laporan hasil audit kepada
Direksi dan Dewan Pengawas secara tepat waktu.

3.21 BUDAYA DAN ETIKA KERJA

1. Direksi wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis
(code of conduct) yang memuat nilai-nilai etika berusaha;

2. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh perusahaan harus
mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan, serta
harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan
perusahaan untuk selanjutnya meresap ke dalam jajaran
perusahaan;

3. Setiap insan perusahaan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai
etika yang dibangun dalam perusahaan;

4. Budaya kerja dibangun untuk menjaga berlangsungnya
lingkungan I.<erja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan
tanggap terhadap setiap kegiatan perusahaan serta
kepentingan Stakeholders.
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S Budaya kerja dikembangkan untuk memotivasi karyawan dalam
bekena

6. Seluruh insan perusahaan harus menerapkan budaya ke
dan skap mental dasar perusahaan secara konsisten dan
melakukan evaluasi secara periodik.

3.22 PEMANTAUAN KETAATAN PENERAPAN GCG

1. KPM bemartisipasi dalam melaksanakan penerapan GCG
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya,

2. Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajb menerapkan
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan prinsip GCG,
yaitu TARIF (Transparancy, Accountability, Responsibility.
Independency, Faimess);

3. Direksi membentuk tim GCG untuk memastikan ketaatan
terhadap aturan GCG dan secara berkala melaporkannya
kepada Direksi dan Dewan Pengawas;

4. Dewan Pengawas memantau efektivitas pelaksanaan prakik-

praktik GCG yang diterapkan perusahaan dan melaporkannya
kepada KPM.

3.23 MEKANISME KERJA SP| DAN AUDIT EKSTERNAL

1. Auditor Eksternal harus memberitahu Direksi dan atau
Dewan Pengawas bila menemukan kejadian atau indikasi
pelanggaran  di dalam perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Dewan Pengawas melalui Direksi memantau perkembangan
tindaklanjut atas laporan hasil audit SPl maupun Auditor
Eksternal.

Code of Corporate Govemance 38



BAB IV
PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

Pemangku kepentingan selain KI'M adalah meroka yang mermiliki
kepenbtngan terthadap  perusahaan dan moreka yang mempangafuht
secara langsung oleh keputusan sirategis dan operasional perusahaan.
tetapi  tdak  terbatas pada pegawai, pelanggan, mitra bisnia, dan

masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan serla pemerintah
daerah dan DPRD.

Antara perusahaan dan pemangku kepentingan harus terjalin
hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4.1 HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI

a. Setiap kebijakan yang terkait dengan pegawai disusun secara
transparan dan mengakomodasikan kepentingan pegawai
dengan memperhatikan kondisi perusahaan;

b. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas
dari segala bentuk tekanan yang mungkin timbul sebagai akibat
perbedaan sifat, keadaan pribadi, dan latar belakang
kebudayaan seseorang.

c. Perusahaan harus memenuhi hak pegawai dengan peraturan

yang berlaku sesuai kemampuan perusahaan.

4.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
1. Strategi perusahaan berorientasi pada kepuasan pelanggan;
2. Perusahaan memperlakukan semua pelanggan dengan standar
pelayanan yang baik dengan memanfaatkan secara optimal
potensi yang dimiliki perusahaan,;
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4.3

44

K}
Perusahaan melakukan penanganan keluhan atas pelayanan
Perusahaan melaly; mekanisme yang baku dan transparan;

4. Perusahaan Memelihara  hubungan yang harmonis dan

berkelanjutan dengan pelanggan.

HUBUNGAN DENGAN MITRA BISNIS

Perumda dalam berhubungan dengan calon Mitra Usaha
dilakukan secara professional, setara dan saling menguntungkan
dengan mematuhi prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. Penyedia barang dan jasa merupakan mitra kerja strategis
bagi perusahaan:

2. Perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik, adil, dan
transparan dengan penyedia barang dan jasa guna menjamin
ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan;

3. Perusahaan memelihara data dan informasi yang mutakhir
mengenai penyedia barang dan jasa;

4. Perusahaan melakukan evaluasi secara adil dan transparan
terhadap penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan
yang berlaku;

5. Perusahaan memperhatikan hak dan kewajiban penyedia

barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN PESAING

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Perusahaan sangat mendukung iklim usaha persaingan
yang sehat di dalam industri penyediaan air minum.

Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap kegiatan

usahanya yaitu:
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1. Melaksanakon usaha dengan memperhatikan kaidah-kaidah
persaingan yang sehal dan berltika sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

2. Selalu saling menghormati dan menjaga hubungan yang sehat
dengan pesaing;

3. Melarang kesepakatan/perjanjian dengan pesaing yang terkait
dalam kegiatan bisnis yang dapat melanggar Peraturan
Perundang-Undangan yang berkait dengan monopoli dan

persaingan usaha yang tidak sehat.

45 HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH KOTA/INSTANSI
PEMERINTAH LAINNYA
1. Perusahaan wajib untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Perusahaan senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan

guna meningkatkan kontribusi pembangunan daerah.

4.6 HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

1. Perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap
masyarakat sekelilingnya dengan mempertimbangkan aspek
lingkungan dan masyarakat pada umumnya;

2. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Perusahaan  mengembangkan  program-program  yang
berkaitan dengan tanggung jawab sosial;

4. Direksi wajib memastikan bahwa program perusahaan yang
terkait dengan tanggung jawab sosial memenuhi peraturan
perundang- undangan yang berlaku berkenaan dengan

_um_mwﬁm:mz,a.m: bina lingkungan, kesehatan, serta keselamatan
kerja.
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47

48

4.9

HUBUNGAN DENGAN MEDI
\ Zo.é:_:vz.r::
lertbuka

A MAGA

Informas; mengenal  Perysahaan SeCara

dan _5.5:2._:: jawab  dnlam kornngka membtiangun
erusahaan Yang positit den
elik jurnalistik

Citra P
gan tetap menghormal kode

r

Memberikan Informag;

yang akural, relevan, benimbang dan
bersifat

edukatil  kepada masyarakal dalam pemahaman
terhadap usaha perysahaan

- Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang

disampaikan melalui media masa

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

SEBAGAI SUMBER AR BAKU DAN PELAKSANAAN
KONSERVAS|

Salah saty hubungan Penting yang perlu dijaga oleh Perusahaan
adalah hubungan dengan Regulator. Pemahaman ini mendasari

komitmen Perusahaan untuk membangun hubungan dengan

seluruh instansi dan Pejabat Pemerintah (Regulator) berdasarkan
peraturan Perundangan yang berlaku.

HUBUNGAN DENGAN PERPAMSI

Perumda menjadikan PERPAMSI sebagai organisasi yang

menaungi Perumda untuk mendukung tercapainya peningkatan

kinerja perusahaan:

1. Melalui pemberian informasi yang diperlukan oleh Perpamsi.

2. Berperan aktif dalam kegiatan Perpamsi yang mendukung
peningkatan kinerja Perumda.

3. Memperhatikan masukan dan saran yang diberikan oleh
Perpamsi untuk kemajuan perusahaan.
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BARV
PENUTUP

! CoCG ini disusun dongan memperhatikan poraturan yang ferkait

dengan Badan Usaha Millk Doerah (BUMD) dan best practice
penerapan GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peraturan yang terkail meliputi;

a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 10 April
2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di
Kalimantan Timur.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5679);

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah
dilingkungan Pemerintah Daerah;

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
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Peratiran Moryimg Dalam

Z?::: Notner 71 Tahun 2016 tentang
_,32.:2;: tan P

I
EIEIRpAN Tatt Al Minum sebagaimana tetah
dhbal dengan P

ratiuran Menter Dalam Megern Nomar 21 Tahun
<020 .2:3_5 "

FUbahan Alas Paraturan Maentert Datam Neger!
Y Tahun 2010 Tantang
At Minum.

Q) Peratwan  Montor

Nomo

othitungan dan Penetapan Tarf

Dalam Noger Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Binnig,

; 2
Rencana Kerja dan Anggaran, Ker)
Sam

a, Pelaporan dan Lvaluasi Badan Usaha Milik Daerah,
(3
Peraturan Daeran Kabupaten Ponajam Paser Utara Nomor 5

Tahun 2005 Tenlang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Penajam Paser Utara;

h)

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Danum Taka:

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 35 Tahun 2021

Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Danum Taka;

k) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/210/2019

Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Penajam Paser Utara:

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 539/172/2020
Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Jabatan 2020-2024.
Peraturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka
Nomor 1 2022 tanggal 1 Juni 2022 tentang Kepegawaian.

m)

CoCG ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadi acuan

dalam tata kelola perusahaan. Hal-hal lain yang tidak dimuat dalam

44
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Code ini tela
P-mengacu pada poraturan perundang-undangan yang
borlaku,

- C
3. CoCG ini ditelaah dan dimulakhitkan socara  berkala  untuk

disesu
akkan dengan fungal langgung jawab, dan wewenang organ-
organ 5
rgan perusahaan serig Perubahan lingkungan perusahaan.

4 Setiap perubahan terhadap CoCG harus disetujui Direksi dan
Dewan Pengawas,

5. CoCG ini dinyatakan berlaky efektif sejak ditetapkan oleh Direksi dan
Dewan Pengawas.

6.

CoCGdisosialisasikan kepada seluruh insan perusahaan.
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BAD 1
PENDAHULUAN

Latar Bolakang

Datam Porkombangan blanis, pengelolaan perusahaan

somakin - komploke, bervarlasl dan banyak menghadapl
tantangan yang tidak eajn borasal dari oksternal perusahaan,
lotapl juga lantangan tersebul darl Internal  perusahaan.
Kompleksitag dan tantangan tersebut bila tidak dikelola
dengan balk akan memberikan dampak terhadap
kemungkinan gagalnya perusahaan menjalankan bisnisnya.
Bagi Badan Usaha Milk Daerah (BUMD), efekiifitas
Peénerapan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya
dicapal melalui pengaturan mekanisme kerja antar organ
Perusahaan, khususnya mekanisme kerja Dewan Pengawas
dan Direksi. Oleh karena itu untuk memperoleh efektifitas dan
kejelasan mekanisme kerja tersebut, perusahaan mewujudkan
dalam suatu pedoman yang mengatur pola hubungan kerja
Dewan Pengawas dan Direksi (Board Manual).
Pedoman ini bersifat dinamis dan berkembang, sehingga
Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan
Dewan Pengawas dan Direksi sebagai akibat dari perubahan
yang terjadi dan atau yang dihadapi perusahaan.

a. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a) Menjelaskan fungsi, tugas pokok, wewenang,
tanggungjawab, kewajiban dan hak melalui
tahapan aktivitas Dewan Pengawas dan Direksi
secara terstruktural, serta sistematis agar mudah
dipahami dan dapat dijalankan.
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b)

c)

a)

b)

Monyajikg, botbagal ketentuan yang mengatur
Pola h”b“"ﬂun korja yang lobih beik antara
owan Pengawag dan Direksi agar tercipia
Pengelolagan Perusahaan eecara professional,
ransparan gan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyajikan berbagai indikator, ukuran dan
aBumsi  daggar dari seluruh kebijakan bisnis
Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk misi,

Sasaran dan tyjyan jangka panjang.

Memperolep Persamaan  persepsi  dan

Pemahaman antara Dewan Pengawas dan
Direksi  agar dapat saling menghargai dan
Menghormati  fungs;
masing

dan peranan masing-

Sémata-mata  demi kepentingan
P€rusahaan.

. Tujuan

Menciptakan hubungan kerja Dewan Pengawas
dan Direks; yang harmonis guna mendukung
pencapaian kinerja perusahaan.

Menerapkan Prinsip transparansi, akuntabilitas,
résponsibilitas, independensi, kesetaraan dan
kewajaran serta partisipasi dalam hubungan
kerja  Dewan Pengawas dan Direksi agar
Pengelolaan perusahaan dilaksanakan secara
profesionalisme, efisien, efektif dan berkualitas.
Mendorong anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi agar dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakannya
dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
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9 Monge'“b“"!lkan sikap dan prilaku yang sesuai
dengan tuntutan perkombangan perusahaan

don  porubahan lingkungan usaha menuju
budaya perusahaan yang balk.

b. Pengertian

1.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka
yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum
Danum Taka adalah perusahaan umum daerah milik
Pemerintan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Visi adalah gambaran perusahaan dimasa depan
dengan Mendasarkan pada kondisi perusahaan pada
Saat ini (the eng destination) yang berisi tentang
kinerja yang ingin diraih, posisi perusahaan kompetisi
yang ingin dituju dan elemen-elemen lain yang

berkaitan dengan kesinambungan dan daya saing
Perusahaan.

Misi adalah pernyataan tujuan yang meliputi
langkah-langkah yang diambil dan penetapan
positioning perusahaan.

Dewan Pengawas adalah merupakan organ Perumda
Air Minum Danum Taka yang bertugas melakukan
Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

dalam  menjalankan kegiatan  pengurusan

Perusahaan.

Direksi adalah organ Perumda Air Minum Danum Taka
yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air
Minum Danum Taka serta mewakili Perumda Air
Minum Danum Taka baik didalam maupun diluar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana

seorang insan Perumda Air Minum Danum Taka
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mempunyal  kepentingan  selain  kepentingan
perusahaan sehingga mempengaruhl pengambllan
keputusan sehingga menyebabkan perusahaan lidak
mendapatkan hasll terbaik.

. Good Comorate Governance adalah komitmen,

aturan main dan praklek penyelenggaraan blsnis
yang sehat dan beretika.

. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang

tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok

masyarakat sebagai suatu standar perilaku.

. Mitra Kerja adalah mitra perusahaan sepertl

investor, Pemerintah Provinsi/Daerah, Perusahaan

dan Lembaga yang berkecimpung dalam pengadaan
barang/jasa.

Landasan Hukum Pendirian Perumda Air Minum Danum

Taka

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Penajam Paser Utara yang
disahkan oleh Bupati Penajam Paser Utara dan mulai
berlaku saat diundangkan dalam lembaran daerah
kabupaten penajam paser utara tahun 2005 Nomor 4
pada tanggal 22 Desember 2005.

Perubahan pertama Peraturan Daerah Pendirian
PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam
Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Danum Taka yang diundangkan dalam
lemBaraﬁ daerah Kabupaten Penajam Paser Utara




Tahun 2020 Nomor 3 dan duindangkan pada tangos!
14 Apit 2020

3. Landasan Mukym Penyusunan Board Manua)

a  Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemernntahan Daerah (Lombaran Megara etk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Republik  Indonesia Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun . 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):

b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris
dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan
Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan
Usaha Milik Daerah.

f. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor

8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM.

BOARD MANUAL
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9. Keputusan Menteri Dalam Nogeri Nomor 47 Tehun
1000 lentang Padoman Penilalan Kinerja PDAM.

Peraturan Daoral Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 3 Tahun 2020 fontang Perubahan Bentuk
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam

Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Danum Taka;

h.

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39
Tahun 2020 tentang Penghasilan KPM, Direksi, Dewan
Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;

). Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 35
Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum
Taka;

Sejarah Perurﬁda Air Minum Danum Taka

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam
Paser Utara mulai berdiri sendiri pada akhir Tahun 2004
setelah terlepas dari Kabupaten Pasir berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan membawahi
3 Unit Pelayanan kegiatan yakni wilayah Sepaku, Waru dan
Penajam.

PDAM Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok
dan fungsi penyelenggara Pengelolaan Air Minum yang bersih
serta memenuhi syarat untuk dikonsumsi oleh pelanggan
guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pada aspek

kesehatan, social dan pelayanan umum.
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Instalasi pengolahan air PDAM Penajam Paser Utara,
berupa paket WTP tersebar dl 3 (tiga) Kecamatan, yailu .

* Kecamalan Penajam dengan total Kapasitas IPA

terpasang 100 L/det yang terdiri dari 3 paket IPA kap.

10 Lidet (1 IPA rusak parah dan 2 IPA kondisi rusak

sedang), 1 paket IPA kap. 20 L/det (kondisi baik) serta

1 paket IPA kap. 50 L/det (kondisi baik) sedang

kapasitas produksi saat ini antara 65 L/det s/d 70
L/det.

Kecamatan Waru dengan total kapasitas terpasang 20
L/det yang terdiri dari 1 paket IPA (kondisi baik dan
beroperasi).

* Kecamatan Sepaku dengan total kapasitas 22,5 L/det
yang terdiri dari 1 paket IPA kap. 2,5 L/det (kondisi
rusak), 1 paket IPA kap. 5 L/det (kondisi rusak ringan)
dan kap. 15 L/det (kondisi baik dan beroperasi).

Kemudian, pada Tahun 2020 PDAM Penajam Paser
Utara terjadi perubahan bentuk menjadi Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Danum Taka berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam

Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Danum Taka.
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Opanisasl Porumda Alt Minum Danum Taka

Vie|

Viat Parumda Air Minum Danum Toka

"PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA AIR

BERSIN YANG MURAH, BERKUALITAS DAN TERJAMIN

GUNA, MENDUKUNG PEMBANGUNAN PPU YANG MAJU,
MODERN DAN RELIGIUS",

b. Misi

Misi Perumda Air Minum Danum Taka:;

1. Optimalisasi sistem produksi dan distribusi dalam rangka

mewujudkan pelayanan air minum yang memenuhi syarat

kualitas dan kuantitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Penajam Paser Utara.

. Meningkatkan kemampuan keuangan melalui efesiensi

biaya dan peningkatan pendapatan Perusahaan sehingga
berdampak posisif terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Menciptakan sumber daya manusia yang handal,

professional, memiliki daya saing dan sejahtera dengan
penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan

prinsip  Transparansi, Accountable, Responsbility,
Independent dan Fairness.

. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kerjasama yang

harmonis dengan stakeholder di Kabupaten Penajam
Paser Utara serta meningkatkan kualitas, kuantitas,
kontinuitas, kecepatan dan Keramahan (K5) dalam
pelayanan sebagai upaya nyata dalam memberikan
pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.
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1.

6. NILALNILA), BUDAYA pa

N PERIL R MINUM
ANUM TAKA AKU PERUMDA Al
Nilai
—_— Perusahaan (Corporate Value) adalah pernyalaan
nsika . _
d N hal-hal yang dijunjung linggl dan merupakan jiwa perusahaan
serta

di
Yalankan olgh seluruh organ perusahaan sehingga menjadi

bud ivi
aya dalam Mencapai visi dan misi perusahaan. Untuk mewujudkan

budaya d i nila
ya dalam mencapaij nilai-nilai perusahaan ini selanjutnya

diteriemahkan dalam bentuk SOP (Standard Operalion Procedure)
Adapun nilai-nilai perusahaan yaitu, * DANUM TAKA " yang
memiliki kepanjangan dari Disiplin, Agamis, Netral, Utama, Mandiri,

Tanggung Jawab, Akif, Kepercayaan dan Antusiasme dengan uraian
sebagai berikut:

1. Disiplin

Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku disiplin serta
Mengembangkan ketaatan atas peraturan perusahaan dan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjadikan
Perusahaan yang sehat, handal dan professional serta dapat
mewujudkan  dalam  keseharian  maupun  dalam
pendokumentasian kegiatan perusahaan.

2. Agamis
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku taqwa kepada
Tuhan yang Maha Esa dalam menjalankan kewajibanya sebagai
umat beragama menurut kepercayaan masing—masing
dilingkungan kerja dan memberikan toleransi antar pemeluk
agama dalam perusahaan maupun didalam masyarakat.

3. Netral
Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang
menjunjung tinggi Netralitas dan bebas kepentingan dari hal-hal
yang bertentangan dengan Perutaran Perusahaan dan
Perundgan yang berlaku dan bebas dari Intervensi Kelompok

atau Golongan Tertentu dalam rangka kenyamanan pelayanan.
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B0ARD MANUAL

4 Ulama
Karyawan  memiliki - yyjq dan budayn 861la Ap——
mengulamakan Korja Koras, Korjn Cordang ._a_a._.,..__...._““.hs‘\:.E.
Palayanan kopada Pelanggan g Masyorakat  serla
mangulamekan scmcsicsgwaagaaSc:.: ._\A : wan yang
memilikl Kewajiban dalam ?ES:%: o Karya

5 Mandiri

Karyawan memiliki njjaj

dan budaya serta perilaku yang
mengutamakan

kemandirian  gajam menjalankan  lugas

Pelayanan serta tidak bergantyng pada kondisi keterbatasan
dan kekurangan yang dimiliyi oleh Perusahaan, memiliki
kemampuan dan karakter yang kreatif dan visioner dan mampu

menghasilkan hal-hal yang inovatif dalam menunjang tanggung

jawab perusahaan di bidang SPAM.

6. Tanggung Jawab

Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku bertanggungd
jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas — tugas

perusahaan baik pekerjaan yang bersifat umum maupun
pekerjaan yang bersifat Khusus.
Aktif

Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang atif
dalam berbagai situasi dan Kondisi guna memberikan Pelayanan

Terbaik Kepada Pelanggan dan masyarakat di Kabupaten
Penajam Paser Utara.

Kepercayaan

Karyawan memiliki nilai dan budaya serta perilaku yang dapat
dipercaya dalam melakukan tugas perusahaan baik yang
dilakukan untuk kepentingan Perusahaan maupun untuk

kepentingan masyarakat dan berperilaku suci dalam pikiran
perkataan dan perbuatan.

11



IRD MANUAL

1.

O

Antusiasme

Karyawan memiliki nilal dan budaya serta perilaku antusias
dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja di
bidang SPAM pada perusahaan serta memiliki kemampuan dan
Budaya saling gotong Royong dan Kerjasama.

- Rencana dan Realisasj Usaha Perumda Air Minum Danum

Taka

Dalam melaksanakan aktivitas usaha, Perumda Air
Minum Danum Taka diharapkan memiliki acuan dalam
melaksanakan penyediaan dan pengembangan ~ SPAM.
Sistem penyediaan air minum mencakup sistem fisik (teknik)
dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran
masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air
minum. Sedangkan pengembangan SPAM adalah kegiatan

merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola,

memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau
mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik SPAM. Acuan
aktivitas usaha tersebut umumnya dicanangkan dalam sebuah
rencana bisnis. Tujuan penyusunan rencana bisnis adalah
arah yang ingin dicapai dalam menjalankan usaha. Direksi,
jajaran Perumda. Air Minum Danum Taka dan para pemangku
kepentingan menggunakan rencana bisnis untuk pengelolaan
perusahaan dalam mencapai visi dan misi (tujuan umum)
dalam jangka waktu sesuai dengan perencanaan bisnis.
Rencana. bisnis 5 tahunan akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja Anggaran tahunan (RKA). Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja & Anggaran,
Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik

12
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DAD I

HUBUNGAN KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKS!

PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA

2.1. Prinsip Dasar Hubungan Korja Dowan Pongawas dan Direks!
Hubungan keria Direksl dan Dewan Pengawas harus
menerapkan prinsip - prinsip sebagal berlkut |

JARD MANUAL

1.

Dewan  Pengawas menghormati fungsl, tugas dan

dalam mengelola  Perusahaan
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaky.

wewenang Direksi

Direksi menghormati fungsi, tugas dan wewenang Dewan
Pengawas dalam melakukan pengawasan sebagaimana
telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
Setiap hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan
Direksi merupakan hubungan kerja yang bersifat formal
kelembagaan, yang dilandasi oleh suatu mekanisme
hubungan kerja yang baku atau korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dewan Pengawas berhak memperoleh informasi dari
Direksi secara akurat, lengkap dan tepat waktu dan Direksi
bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan
waktu penyampaian informasi perusahaan kepada Dewan
Pengawas.

Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh
Direksi dan Dewan Pengawas namun tidak dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut atas sesuatu
hal, Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan tersebut
kepada pejabat di bawah Direksi dengan terlebih dahulu

14



Melakukan  koordinas dengan Direksi sehingga tercipla
kesembangan hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan
Doexs: dengan tujuan komunikasi korporasi melalui informasi
S3tu pintu (one gate policy) dapat lercapai kecuali laporan
¥ang dsampaikan oleh SP).

. mmawﬁ hubungan kefa antara Dewan Pengawas dengan
Direksi menupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa
Dewan Pengawas dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang
Mmeepresentasikan  keseluruhan anggotanya sehingga
S=tap hubungan kefia antara Anggota Dewan Pengawas
dengan Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.

22 Fungsi Keseimbangan Hubungan Kerja Dewan Pengawas

dan Direksi

Untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dan harmonis
guna mencapai Kinefla Perusahaan maka diperiukan adanya
persamaan persepsi dan komunikasi yang baik antara Dewan
Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Danum Taka tanpa
mengabaikan fungsi pengawasan yang diemban oleh Dewan
Pengawas sehingga penilaian kinerja Direksi lebih objektif dan
akuntabel.

23. Tujuan Keseimbangan Hubungan Kerja Dewan Pengawas

IDAZD MANUAL

dan Direksi
Tujuan darn Keseimbangan Hubungan Kerja Dewan
Pengawas dan Direksi ini adalah :
1. Semakin jetasnya tugas dan tanggung jawab Dewan
Pengawas dan Direksi maupun hubungan kerja di antara
kedua Organ Perusahaan tersebut.

15



\RD MANUAL

ro

Semakin Mudahnya bogl jajaran di bawah Diroks! dan
Dewan Pengawas untuk momahami tugas dan tanggung
lawab  Direkal dan Dewan Pengawas maupun hubungan
tugas antara jajaran torsobul,

Penilalan kinerja Dirksl lobih objoktif dan akuntabel.

Tercapainya kinerja  Perumda yang baik sesual dengan
ketentuan Perundang- undangan.

16




BAD M

DEWAN PENQAWAB
Dowan Pongawas Porumda Al Minum  Danum  Taki

Morupakan: pejabat daerah yang malakeanakan ugas dan fns
ovaluasi, pembinaan dan pongawasnn Parumda Air Minum Danum

31

RD MANUAL

Taka,

. Organisasi Dowan Pongawas

Perumda Air Minum Danum Taka momilik 1 (satu) Pewan
Pengawas sama dengan jumlah Direksl. Penantuan jumlah Dewan
Pengawas dilakukan berdasarkan asas ofisionsl dan efokllvitas
keputusan, pengawasan dan pemblayaan bagl kepetingan
Perusahaan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dapal dibentuk secretarlat Dewan Pengawas dengan
Keputusan Dewan Pehgawas.

a. Pengangkatan Dowan Pengawas

1. Anggota Dewan Pengawas dlangkat oleh KPM.

2. Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum
Danum Taka ditetapkan dengan komposisi sebanyak
1 (satu) orang, berasal darl pejabal Pemerintah
Daerah.

3. Batas usia Dewan Pengawas pada saat
pengangkatan pertama kali berumur paling tinggi 60
(Enam puluh) tahun.

b. Persyaratan Dewan Pengawas

1. Sehat jasmani dan rohani;

2. Memiliki  keahlian, integritas,  kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

perusahaan;

3. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17



\D MANUAL

)

10.
1.

Memaham| manajemen perusahaan yang berkaitan
dengan salah saty fungsl manajomen,

Menyediakan wakiy yang cukup untuk melaksanakan
lugasnya;
Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;

Tidak pemah dinyatakan pailit;

Tidak pernah  menjadi anggota Direksi, Dewan
Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
Menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit:

Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon

kepala daerah atay calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota legislatif.

¢. Proses Pemilihan Dewan Pengawas

1.

Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan
melalui seleksi.

Seleksi paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan
dan kepatuhan yang dilaksanakan oleh tim atau
lembaga profesional.

Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan
lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja
sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak
bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi
pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas

yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik
selama masa jabatannya.

18



JARD MANUAL

6

7

Dalam hal anggota Dewan Pengawas  diangkat

anggola  Dewsn  Pengnwas ~ wajlb
Menandatangani kontrak kinerja.
Penandatangan kontrak kinerja dilakukan sebelum

Pengangkatan kemball sebagai anggota Dewan
Pengawas.

kembalj,

d. Panitia Seleksi

1.

Panitia  Seleks; berjumlah ganjil dan paling sedikit
beranggotakan:

a. Perangkat Daerah; dan
b. unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi.
Dalam hal Perumda memiliki komite nominasi, komite

nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi.
Panitia Seleksi bertugas:
a.

b.

menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota

Dewan Pengawas:

C. membentuk tim atau menunjuk lembaga
Profesional untuk melakukan UKK:

d. menentukan formulasi penilaian UKK;

€. menetapkan hasil penilaian;

menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan

g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas
terpilih  untuk diproses lebih lanjut menurut
ketentuan Peraturan Perundang- undangan
dan/atau kebijakan Pemerintah.

Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penunjukan lembaga Profesional oleh Panitia Seleksi

mempertimbangkan paling sedikit:

a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Danum

Taka;

19



JARD MANUAL

b keterandiaan | embaga Profasionnl,

e _.293-::.5: Sumbaer Daya Manusin
R p

YORaR poanunjukan L embaga Profasional dilaksanakan
8esual

dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-

undangan,

Dalom malakukan saloksi, Panitia Seleksi melakukan
Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

8

Panitia  Seleksi melakukan seleksi administras)
cm&mmqum: hasil penjaringan.

Seleksi administrasi  dilakukan terhadap  unsur

independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan
Memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam point b nomor 6 sampai dengan 11.

Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota
Dewan

10.

Pengawas berdasarkan hasil seleksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 9.

Panitia Seleksi melakukan UKK berdasarkan hasil
seleksi administrasi.

11.

12. UKK sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Tim

atau Lembaga profesional.

13. UKK yang dilaksanakan oleh Tim melibatkan konsultan

perorangan.

14. Tim atau Lembaga Profesional bertugas:

a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan
indikator penilaian UKK:
menetapkan hasil penilaian UKK: dan

menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia
Seleksi.

15. Tim atau Lembaga Profesional ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

16. Indikator penilaian UKK paling sedikit meliputi:

20



l BOARD MANUAL

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pengalaman mengelola perusnhaan,
. konhuun,

Integritan dan ollka,

d Ko|mmlmphmn,

Pomahaman atg penyelonggarnan Pererintahan
Daerah; dan

[ memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggh

Setiap indikator dan bobot penilaian UKK dirinci
sesuaj

dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia
Seleks;.

Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud

Pada point (16) huruf a sampai dengan huruf d dan
huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Bobot penilaian indicator pemahaman terhadap

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 20%
(dua puluh persen).

Total bobot penilaian indicator sebesar 100% (seratus
persen).

Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:

a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan

sangat disarankan:

diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5
(delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
7.0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7.5 (tujuh
koma lima) direkomendasikan disarankan dengan

pengembangan; dan

dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan
tidak disarankan.

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikil
melalui tahapan:

a. psikotes;

21



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

b. ujlan terung keahllan:

C. penulisan Makalal, Slrategl pengawasan,
d. presentas; Makalah straie
©. wawancarg.
Bakal Cajon

diangkat

gl pengawasan, dan

Anggola  Dewan Pengawas yand
Menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas
vaitu Bakal Calon yang mermenuh kiasifikasi penilaian.
Pelaksanaan  ggysg administrasi  dan ~ UKK
menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak
5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.

Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota

Dewan Pengawas kepada Bupati.

Bupati melaksanakan Seleksi tahapan wawancara

akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas.
Bupati menetapkan 1 (satu) Calon
Pengawas

Anggota Dewan

terpilih  yntyk masing-masing jabatan
Anggota Dewan Pengawas,

wawancara akhir.

setelah melakukan

Berdasarkan hasil seleks; Menteri menyampaikan

surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai

Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada

Bupati.

Bupati menyerahkan Calon Anggota  Dewan

Pengawas terpilih kepada KPM.

Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan
penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat
sebagai anggota Dewan Pengawas

Selain menandatangani kontrak kinerja Calon Anggota
Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat
pernyataan yang Dberisi kesanggupan untuk
menjalankan  tugas dengan baik, bersedia

22
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3.2 Tugas, Hak, dan Kewajiban Dewan Pengawas

ARD MANUAL

g. Sekratariat Dowan Pongawas

3.

Tugas, hak dan kewajiban Dewan Pengawa

Untuk membanlu kelancaran pelaksanaan ugas
Dewan Pengawas dibenluk Bekretariat Dewan
Pengawas dengan Kepulusan Dewan Pengav/as
Dewan Pengawas dapal mengangkal se0r1and
Sekretaris yang diblayai oleh Perumda At Minum
Danum Taka.

Jumlah anggota sekretarial Dewan Pengawas

ditetapkan berdasarkan asas efisiensi biay2 serla

efektifitas pelaksanaan tugas.

Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan
Pegawai Perumda Air Minum Danum Taka yand

diperbantukan.

s Perumda Air

Minum Danum Taka adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Perumda Air Minum D

mempunyai tugas :
1.

anum Taka

pengendalian dan

Melaksanakan pengawasan,
pembinaan terhadap pengurus

Perumda Air Minum Danum Taka;
angan, nasehat dan saran kepada

an dan pengelo[aan

Memberikan pertimb
KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan

pengembangan Perumda Air Minum Danum Taka,
antara lain mengenai program kerja yang diajukan oleh
Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perumda
Air Minum Danum Taka, rencana pinjaman dan ikatan
hokum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa
dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan

tahunan; dan

25



3

Memeriksa g
a
" Menyampaikan fencana sirategis hisn's

(business p)
) Plan/comorate plan), dan rencana kerja dan
Nggaran tahunan Perumda Air

yang dibuat Direkyyr kep
pengesahan

Minum Danum Taka

ada KPM untuk mendapatkan

b. Dewan
Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka
mempunyai hak

1.

2.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas Perumda Alf
Minum Danum Taka ditetapkan oleh KPM.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas Perumda Alf
Minum Danum Taka paling banyak terdiri atas

honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau
insentif kinerja,

Besamya penghasilan anggota Dewan Pengawas
Perumda Air Minum Danum Taka ditetapkan dengan
komposisi:

a. Dewan Pengawas lebih dari satu orang :

1. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota
menerima Uang Jasa atau Honorarium paling
banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari i
gaji Direktur Utama.

2. Sekretatis Dewan Pengawas merangkap
anggota menerima Uang Jasa paling banyak
40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur
Utama.

b. Besarnya honorarium atau insentif Dewan
Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka
ditetapkan paling banyak 40% (empat puluh persen)
dari gaji Direktur Utama/Direksi yang realisasinya

berdasarkan:
1. Target kinerja Perumda Air Minum Danum Taka;
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Dewan Pengawas yang diangkat oleh Dewan Pengawas dan
d%b.abank@ Pada anggaran Perumda Air  Minum.
Pendelegasian  wewenang olsh seorang ketua Dewan
pengawas kepada anggota Dewan Pengawas lainnya hanya
dapat diakukan melalui Surat tugas dari Ketua Dewan
Pengawas kepada anggota Dewan Pengawas untuk
keperiuan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut

tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Pengawas secara
kolektif.

34 Benturan Kepentingan Dewan Pengawas
1. Hal - hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
a. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku
jabatan rangkap sebagai:
« anggota Direksi pada badan usaha milik daerah,

badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha
milik swasta.
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b.

Pejaba n
* tlainnya sesuai dengan ketentuan peratura

Peundang undangan dan/atau.

bat lain yang dapat menimbulkan konflik

Para Anggota Dewan Pengawas dan antara anggota
Dewan Pengawas dengan anggota Direksi lidak boleh
ada h“b“"gan keluarga sedarah sampai dengan derajat
k& 3 (ketiga), baik menurut gans lurus maupun garns

kesamping alaupun hubungan yang timbul karena
Perkawinan.

2. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam Hal

Dewan Pengawas harus mengalami

benturan kepentingan pada pelaksanaan tugasnya, maka
dapat dilakukan Penanganannya sebagai berikut:

a.

Anggota Dewan Pengawas harus mengungkapkan
seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi
Maupun  yang berpotensi menjadi  benturan

kepentingan atay segala sesuatu yang dapat
menghambat anggota Dewan

bertindak independen.

Pengawas untuk

Pengungkapan  benturan kepentingan  seperti
dimaksud diatas dilakukan secara periodic dalam
laporan Tahunan dan dalam pemyataan mengenai
benturan kepentingan (conflict of interest declaration)

sesuai dengan fomat yang ditetapkan oleh
Perusahaan.
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Apar Dewan Poengawng dapal me
alas kopenguiusan dgp, pomb
maka anggota Dewap P

dan memutakhirkan lmngnmhumm Nanting, Monampap,

perlu  untuk menglkuy o

Owan Pan
DO|ut|hm|, flawag

Wuﬂmlwp, BOMinar

olam meningkatkar,

keuangan Perusahaan Alr dongan komampuan

Minum Danym Takg

Umu.k Membanty kelancaran tugas Dewan Pengawas dalam
menjalankan lugasnya Dewap Pengawas dapa mengangkat
Sekretaris,

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan
dan pemberian nasihat memiliki berbagai ketentuan yang tidak
dapat dilaksanakan antara lain sebagai berikyt:

4. Tidak melaksanakan tugas;

Dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota:

5.
6. Melakukan tindakan yang merugikan Perumda:

7. Melakukan tindakan atay bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan Daerah atau Negara;

8. Menyebarluaskan informasi

rahasia;

perusahaan yang bersifat

9. Melakukan  tindakan  yang mempunyai  benturan

kepentingan (conflict of Interest) dan mengambil keuntungan

pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan
kegiatan perusahaan, selain penghasilan yang sah:

Poganngy,
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perusahann (Key Performance Indsatos Corporate)
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BAB IV

DIREKSI
» adalah organ Perumda Alr Minum ODanum Taka yang
rﬂ -
Bl ol oleh KIPM selaku Pemilik Modal yang bertanggung jawab

.' nn{J
atas | )PHQU"'“"

\ dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas sermata mata

perusahaan. Direksi berkewajiban dengan tikad
pbal
antuk kepenlmgan dan tujuan perusahaan serta mewakih parusahaan
paik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran  dasar dengan dengan mengindahkan peraturan

perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik.

4.1. Organisasi Direksi
Direksi Perumda Air Minum Danum Taka sebanyak 1 (satu)
orang ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efesiensi dan
efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Danum Taka.

a) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Direksi pada Perumda Air Minum Danum Taka diangkat
dan diberhentikan oleh KPM.
b) Persyaratan Calon Direksi.
Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus
memenuhi persyaratan :

1. Sehatjasmani dan rohani.

2. Memiliki  keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan.

. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;

4. Memahami manajemen perusahaan;
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5. '
Memilikj Pengelahuan yang memadai di bidang usaha
Perusahaan;
6. ‘
; Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
. P ; '
blengﬂlaman kerja paling sedikit 5 (ima) tahun di
d .
N9 manajemen perusahaan berbadan hukum
dan peman memimpin tim;
- Berus; i
o '@ paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
ing tingqi i
9 tinggi 55 (jimg puluh lima) tahun pada saat
Mendaftar pertamg kali;

9. Tidak jadi
Pemnah  menjagi anggota Direksi, Dewan

Pengaw. i
gawas, atgy Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabi
dinyatakan pailit:

an badan usahg yang dipimpin

10. - .
0. Memilikj Sertifikat pelatihan manajemen air minum

dari i
N Lembaga pelatihan yang terakreditasi darj
dalam atau Juar negeri:

11.Tidak pemah dihukum Kkarena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan Negara atau
keuangan Daerah;

12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

13.Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah,
dan/atau calon Anggota legislatif.

c) Proses Perekrutan Direksi

1. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui
seleksi;

2.- Seleksi paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan
dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga

professional;
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3. Calon anggola  Direksl yang dinyatakan lulus
selekai  wajlb  menandalangan) kontrak kinofn
eebelum diangkal sebagal anggola Direkaj,

4. Ketentuan  mengenasl  soloksl nobagaimana
dimaksud pada angka 1 dan 2 ldak berlaku bagi
pengangkatan kemball anggota Direksi yang dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama

masa jabatannya;

5. Anggota Direksi yang diangkat kembali wajib
menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan
sebelum pengangkatan kembali;

6. Ketentuan Ilebih lanjut  mengenai  seleksi
pengangkatan dan pengangkatan kembali Direksi ,
diatur dalam Peraturan Bupati:

/. Penyusunan kekosongan jabatan Anggota Direksi
yang masa jabatannya berakhir dilakukan paling
lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan
Anggota Direksi berakhir.

8. Bupati melaporkan kekosongan jabatan Anggota
Direksi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.

9. Dalam hal Anggota Direksi meninggal dunia atau
diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah
yang membidangi  pembinaan  terhadap
pengurusan BUMD melaporkan kekosongan
jabatan kepada Bupati.

10. Bupati melaporkan kekosongan jabatan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima

belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
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d) panitia Seleksl

1 Panitia Seleksi berjumlah gonjil dan paling sedikit
beranggotakan:
a Perangkal Daerah
b Unsur Independen dan/atau Perguruan
Tinggl.
2. Dalam hal Perumda memiliki komite nomnasi,
komile nominasi menjadi anggota Panilia Seleks!
3. Panitia Seleksi bertugas:
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan.
b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota
Direksi.
c. membentuk tim atau menunjuk lembaga
Profesional untuk melakukan UKK.
d menentukan formulasi penilaian UKK.
e. menetapkan hasil penilaian.
menetapkan Calon Anggota Direksi.

g. menindaklanjuti  Calon Anggota
terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut

Direksi

ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dan/atau kebijakan Pemerintah.
4. Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
5. Penunjukan lembaga Profesional oleh
Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

Panitia

a. kemampuan keuangan Perumda.
b. ketersediaan Lembaga Profesional.
c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
6. Proses penunjukan Lembaga Profesional

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
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Camlok &
) "“ 5 )
|‘O!nm molakikan nalokal,  Pant

I‘hr-\lnh,i.m‘ penjaingan Daksl  Calon (4]
L‘lfhkg.
(LU
f “““"‘9 Selaky molakukan soloksi sdminisl

lmu]nbnl'knn haail

penjaringan
Svlokm

sur
Qdministrag) dilokukon forhadap un

"Ndepondan dan pojabat Pemerintah Daarah

Melakukan UKK berdasarkan
hasil Seleksi agm;

Inistrag;.
12. UKK sebagaiman

Tim atay Lembag
13.UKK yang giq

a dimaksyg dilaksanakan oleh

a professiona|.

ksanakan oleh Tj

ngan.

14.Tim atay Lembaga Profesional pe
a.

m  melibatkan
konsultan Perora

rtugas:

Melaksanakan Proses UKK sesyai dengan
" indikator Penilaian UKK_

b. menetapkan hagi| Penilaian UKK.

C. menyampaikan hasil

Panitia Seleksi.

Penilaian  kepada

15.Tim  atau  Lembaga Profesional ditetapkan
dengan Keputusan Bupati,
16.UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui
tahapan:
a. Psikotes.
b. ujian tertulis keahlian.

c. penulisan makalah dan rencana bisnis.
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d Presenigg) Makg|

e wawencmu.
17. Indlknlor penllalan

ah
an "oncan, bisnis gan

Dembobotan mellputll:JKK d than Penllian dan
a. ®Ngalamg
b. Keahlian,
C. Integritasdan etik
g EPemimpingn
e
P::::::::n 3as  penyelenggaraan
) an Dagerah

Memin
Miliki kemauan yang kuat dan dedikasi
yang tinggi.

18.Setiap ing:
ap. Indikator gap bobot penilaian UKK dirinci
Sesuaj dengan kebuty

han yang ditetapkan Panitia
Seleks;

19. il
Total hopot Penilaian indicator sebesar 100%
(serratus persen)

20. Klasifikag;j nilai akhir UKK meliputi:

| a diatas 85 (delapan  koma lima)

direkomendasikan sangat disarankan.

b. diatas 7 5 (tujuh koma lima) sampai dengan

8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan
disarankan.

7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5
(tujuh koma lima) direkomendasikan

disarankan dengan pengembangan.

d. dibawah 7,0 (tujuh  koma nol)
direkomendasikan tidak disarankan.
e. Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir

UKK  tercantum dalam Lampiran yang
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merupakan bagian lidak

‘ lorp
Peraturan Bupayy ] P

2] 2

21.Pengalamap, aobngnlmnnn d

(A7) huny  yaily

menjlik| okam

. | administras; dan UKK
enghasilkan Paling sedikit 3 (tiga) atau paling
banyak 5 (lima) Calon Anggota Direks;

25. Panitia seleksi

Anggota Direksi ke

menyampaikan nama Calon

Pada Bupati.

26.Bupati melaksanakan seleks; tahapan wawancara
akhir terhadap Calon Anggota Direksi.

27 Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi

terpilih  untuk masing-masing jabatan Anggota

Direksi, setelah melakukan wawancara akhir.
28.Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama,
Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur

f Utama Terpilih.

29.Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama
atau Calon Direktur Utama terpilih  untuk
menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.
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A0 Nupatl msnyarahkan ( nlon Anaggiia [idew e tarpitin
kel KI'M

A Calon Angagotn  Diteks)  tsmpilih mstavakan
panandatsnganan kontrak kinarja sebaloum dinngkat
sebagol Anggots Diraksl

A2 Selain - manandatangani kontrak  kineria  Calon

Anggota  Direksi terpilih menandatangani surat

pernyalaan  yang berisl  kesanggupan  uriuk

menjalankan tugas dengan baik, bersedia

diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan
proses hukum sehubungan dengan pemberhentian
tersebut.

f) Jumlah dan Masa Jabatan Anggota Direksi

1. Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum

Danum Taka ditetapkan oleh KPM.

Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Danum
Taka ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang
dan paling banyak 5 (lima) orang,

4. Penentuan jumlah anggota Direksi dilakukan

berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan
Perumda Air Minum Danum Taka.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama
9 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa Jabatan kecuali:

a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan dan
b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian
khusus dan/atau prestasi yang sangat baik,

dapat diangkat untuk masa jabatannya yang
ketiga.
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P

¢ Ketentuan mengenal seloks! sebagaimana dimaksud
dalam  poin- (4) tidak borloku bagi pengangkatan
kemball Anggola  Direksl yang dinilai  mampu

molaksanakan lugas dongan baik selama masa
Jabatannya.

7. Penilaian kemampuan lugas sobagaimana dimaksud
pada poin (4) paling sedikit memenuhi kriteria
a. melampaui target realisasi terhadap rencana

bisnis serta rencana kerja dan anggaran
Perumda;

b. meningkatnya opini audit atas laporan
keuangan  perusahaan  atau ~ mampu
mempertahankan opini audit wajar tanpd
pengecualian;

c. seluruh hasil pengawasan sudah
ditindaklanjuti  sesuai  dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

8. Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas
sebagaimana  yang dimaksud pada poin  (7)
berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. Rencana bisnis;

b. Rencana kerja dan anggaran Perumda;

c. laporan keuangan;

d. laporan hasil pengawasan, dan

e. kontrak kinerja.
9. Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota
Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
10. Keahlian khusus dan prestasi sangat baik sebagaima
dimaksud pada poin (5) huruf b paling sedikit

memenuhi kriteria:
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a Melampaul target malisasi terhadag mncana
bisnis serta rencana kefja anggaran Perurmeda

b Opini  sudit  atas laporan  keuangan
perusahaon minimal vajnr  lBnpa
pengecuallan seloma 3 (lign) tahun berturut-
turut diakhir perlode kepamimpinan

¢, Seluruh hasil  pengawasan sudah
ditindaklanjuli  sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

d. Terpenuhinya target kontrak kinerja sebesar
100% (seratus persen) selama 2 (dua)

periode kepemimpinan.

g) Proses Perekrutan Direksi

1.

Seleksi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangf‘ya
meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yand

dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
Daerah  yangd

Bupati menugaskan Perangkat
erumda

membidangi pembinaan terhadap pengurusan P
untuk melaporkan kekosongan jabatan Anggota Direksi
yang masa jabatannya berakhir.

Penyusunan kekosongan jabatan
yang masa jabatannya berakhir dilakukan paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Anggota

Direksi berakhir.

Bupati melaporkan kekosongan jabatan Anggota
eral

Anggota Direksi

Direksi kepada Menteri melalui Direktorat Jend
Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.

Dalam hal Anggota Direksi meninggal dunia atau

diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang
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-

membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD
melaporkan kekosongan jabalan kepada Bupali
6. Bupati melaporkan  kekosongan jabatan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina

Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) har kerja
sejak teradi kekosongan.

h) pemberhentian Diroksi

1. Jabatan Direksi berakhir apabila:

a.
b.
C.

2. Pemberhentian anggota direksi apabila diber

Meninggal dunia;
Masa jabatannya berakhir, dan/atau

Diberhentikan sewaktu-waktu.
hentikan

sewaktu-waktu wajib disertai alasan pemberhentian.

3. Pemberhentian Anggota Direksi sewaktu—wakiu dilakukan
apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:

a.
b.

Tidak dapat melaksanakan tugas,

Tidak melaksanakan  ketentuan
Perundang-undangan darvatau ketentuan anggaran

Peraturan

dasar,

Terlibat dalam tindakan kecurangan yang
mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara,
dan/atau Daerah;

Dinyatakan bersalah dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Mengundurkan diri;

Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan; dan/atau
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g Tidak lerpilin lagi disshabkar,
perubahan kebijakan Parmerintan

dalam hal

adanys
Daerat)

leslrukluusaut, Iikuidas;, bkuisisi

dan pembubaran p
Taka erumda Alr Minym Danum

Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa

jabalannya  berakhjr, Anggota  Direksi viajib

menyampaikan laporan pengunsan tugas akhir masa

jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
jabatannya.

. Direksi waijib melaporkan sisa pelaksanaan tugas

pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa

jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 5,
Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian

dan rekomendasi atas kinerja Anggota Direksi kepada
KPM.

. Laporan pengurusan tugas akhir jabatan serta

penilaian  dan rekomendasi sebagai dasar
pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau

memberhentikan Direksi.

. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan

Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu
atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan
disampaikan kepada KPM.

Pengisian Kekosongan Jabatan Direksi

. Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir dan

pengangkatan Direksi baru masih dalam proses

penyelesaian, pelaksanaan tugas pengurusan

43



Porumda Al Minum Danim Taka ks anaban 1)
Dewan I*engawnn

2 Dewan Penpawns  dapal menunjuk  ajabat darn

Intermal - Porumda Ak Minum Danun Takn antuk
membantu pelaksanasn tugns Direksi sampal dengan
penganpkatan Dirokal definitf paling lama 6 (enarm)
bulan

3. Pengangkatan pejabal  sementara sahagaimani
dimaksud angka 1 ditetapkan dengan Keputusan

Bupati dengan lidak dilakukan pelantikan dan
pengambilan sumpah,

4.2. Tugas, Wewonang dan Kowajiban, Hak Diroks|
Tugas, wewenang, kewajlban, dan hak Direksi Perumda
adalah sebagai berikut:
1. Tugas

Untuk melaksanakan pengelolaan, Direktur mempunyai
tugas:
a. Memimpin dan mengdalikan semua kegiatan Perumda Air

b Minum Danum Taka.

b. Merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dan
5 (lima) tahunan.

c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari

L Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan

’ Pengawas.

d. Membina pegawai.

! e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum

| Danum Taka.

f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

! ARD MANUAL




g.

h.

Melaksanakan kegiatan (eknik Parumda
Danum Taka. L

Minum

2
Mewakili Perumda Air Minum Danum Taka baik di dalam
maupun diluar pengadilan dan

Menyusun d
Y an menyampalkan laporan seluruh kegiatan

Perumda Air Minum Danum Taka kepada KPM melalui
Dewan Pengawas.

2. Laporan

a.

g.

h.

_,wu.oB: Direksi Perumda Air Minum Danum Taka terdiri
dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan
tahunan.

Laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan
kegiatan operasional dan laporan keuangan yang
disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah
diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani
bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

Laporan triwulan dan laporan tahunan disampaikan
kepada KPM.

Laporan tahunan disahkan oleh KPM paling lambat dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada
masyarakat paling lambat 15 (ima belas) hari kerja
setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.

Dalam hal Direksi tidak menandatangani laporan tahunan
harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan

direksi mengacu pada peraturan Menteri.
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@

M
.um:am:c.s. dan Memberhentikan pegawal di lingkungan
Srumda A, Minum Danum Taka;

Pkan SUsunan organisagi dan tata kerja Perumda
Num D

UM Taka juan Dewan
vm:mmSmm“ dengan persetuju

z_m:mﬁ
Air M

gkat : .
U:mxwr Pegawai Untuk menduduyki jabatan di bawah

j- Menjual, menjaminkan atau Melepaskan asset milik
Perumda Air  Minum Danum  Taka
persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan

k. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dala

berdasarkan
Pengawas:

m perjanjian
dan melakukan kerjasama dengan pihak Jain dengan

persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas
dengan menjaminkan asset Perumda Ajr Minum Danum
Taka.
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3. Ke
1

4. Hak

i.———vb:

pireksi wajib dengan itikad baik dan langgung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
perumda Ait Minum Danum Take

Direksi bertanggung jawab ponuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersaloh alau lalai menjalankan

lugasnya sesual dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1.

KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
terhadap Direksi karena kesalahan atau kelalaian
menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Danum
Taka, kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti

kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke

rekening kas Daerah.

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda
Air Minum Danum Taka, Direksi dapat diberikan dana
representasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima
persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu)
tahun.

Penghasilan Direksi terdiri dari atas gaji, tunjangan,
fasilitas dan/atau jasa produksi atau insentif
pekerjaan.

Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud
huruf b sebesar 2% (dua setengah) kali dari gaji dan
tunjangan wajib tertinggi yang diberikan kepada
pegawai Perumda Air Minum Danum Taka.

Tunjangan Direksi terdiri atas tunjangan istri/suami,
tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan,
tunjangan kemahalan, tunjangan

perumahan/pengganti sewa rumah, tunjangan
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pelaksana, lunjangan perusahaan, dana representative
gan lunjangan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e, Besaran tunjangan Direksi disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Perumda Air Minum Danum

Taka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

¢ Fasilitas bagi Direksi Perumda Air Minum Danum Taka
berupa kendaraan atau uang pengganti transportasi

secara proporsional termasuk biaya pemeliharaan dan
operasional.

g. Standarisasi untuk kendaraan atau uang pengganti
transportasi  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

h. Direksi yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat
diberikan uang jasa pengabdian jabatan terakhir sesuai
dengan peraturan Menteri.

i.  Direksi memperoleh hak cuti meliputi Cuti tahunan, Cuti
besar, Cuti sakit, Cuti karena alasan penting atau cuti
untuk menunaikan ibadah haji, Cuti nikah, Cuti bersalin,
Cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Danum
Taka setelah mendapat persetujuan KPM atau pejabat

) yang ditunjuk.

4.3. Benturan Kepentingan Direksi
1. Hal - hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
’ a. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai.
1. Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan Usaha Milk Negara
(BUMN) dan Badan Usaha milik Swasta.
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Anggota Direksi pada BUMD maupun pumn

4. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam
inslansi/Lembaga pemerintah Pusat dan atay
daerah.

4. Jabalan lain  sesual dengan ketentuan

perundang-undangan, pengurus partai politik dan
latau  anggota legislatif dan atay kepala
daerah/wakil kepala daerah dan atau.

5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan.

6. Para Direksi dan antara Direksi dengan anggota
Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan
keluarga sedarah sampai dengan derajat ke 3
(tiga) baik menurut garis lurus maupun garis

kesamping ataupun hubungan yang timbul karena
perkawinan.

2. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal Direksi mengalami benturan kepentingan
pada - pelaksanaan tugasnya, maka dapat dilakukan hal
berikut:

a. Direksi harus mengungkapkan seluruh benturan
kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang
berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala
sesuatu yang dapat menghambat anggota Direksi
untuk bertindak independent.

b. Pengungkapan benturan  kepentingan  seperti
dimaksud diatas dilakukan secara periodic dalam
laporan tahunan dan dalam pernyataan mengenai

benturan kepentingan (conflict of interest declaration)
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sesual  dengan

formay
perusahaan yang ditetapkap oleh
4.4. Rapat Kerja Direkgj
1. Rapat
k p harus diadakan cara |, K
urangnya 12 ka); Sfkala sek
) dalam ggy hun atay gafi vrang -
ipan dang _— Setiap wakty bilamana
2. Rapat RKAP d
lla
telah di Sanakan sefap tah
elah ditentukan Un sesuai jadwal yang

engampbj
mengikat 9ambil - keputysan yang sah dan

4.5. Pendidikan Berkelanjutan Direksi

Untuk me
ndukung Pengembangan kemampuan Direksi dalam

melakuk
\ én Peéngelolaan perusahaan diperlukan pendidikan
erkelanjutan Direksi pada Perumda, yaitu:

1. Direksi harys senantiasa menambah dan memutakhirkan
(update Knowledge) pengetahuannya untuk menjalankan
tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;

2.

Untuk memfasilitasi terjadinya update knowledge tersebut,
maka anggota direksi perlu untuk mendapatkan
Pendidikan berkelanjutan, yang dikombinasikan dalam
Self study dan keikutsertaan pada Pendidikan khusus,
pelatihan, Workshop, seminar, conference, yang dapat
bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas Fungsi
Direksi;

3. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan di dalam dan di

luar negeri, dan atas beban perusahaan.
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A

-+ Pelanggaran keten

a4.6. Organ Pendukung Dirgyg,
Organ pendukung D"'@kal
onalitian dgap Pan

4.7. Larangan da, Etlka
Lal’angan

ordir| gy,

Uan Pen,
Jombangay dan Slof ahli p S Intern,
Jabatay, Dirokg Irekg)

dalam
Melakg
memilik| 1, Ugas en
dilaksanakg ooy ®rbagy) Kolentyq, o ‘:m Uelolaan
' ‘ ak ddpa[
1 Dlleks' dil
aran

Aﬁggota Mang Jabafap, 'f'“gkapsebaga.
Daerap, el Pad adan Ugah, Milik

adan Usaha npir gara, dan/atau

. ik SWBSta;
Pejabat lain Sesuaj

dengan ketentuan

Peraturap, perundang-undangan‘

C. Pejabat lainnya yan

g dapat menimbulkan konflik
kepentingan,

tuan ¢
berupa diberhentikan

Direksi.

ikenai sanksi administratif
Sewaktu-waktu dari Jabatan

- Dalam ha| ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2

tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua
Puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat
memangku jabatan bary sebagaimana dimaksud

angka 1 jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi
dinyatakan berakhir.

. Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau

tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan pada Perusahaan.

. Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan

untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat

sebagai anggota Direksi harus tetap dirahasiakan
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sesuai dengan peraluran Perundang - undangan yang
berlaku.

. Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai

benturan - kepentingan  (conflict of inleresl), dan

mengambil keuntungan pnbadi, baik secara langsung
maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan

dan kegiatan perusahaan yang bersangkutan selain
penghasilan yang sah.

- Direksi  dalam  melaksanakan tugas  dan

tanggungjawabnya wajb mentaati standar etika
perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung
kegiatan Perusahaan selain gaji berikut fasilitas dan
lunjangan lainnya, termasuk santunan puma jabatan
yang diterimanya sebagai anggota Direksi sesuai
peraturan perundang — undangan yang berlaku.

. Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau

menerima, baik langsung maupun tidak langsung,
sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan
atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi
atau sebagai imbalan atas apa yang telah
dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan

perundang- undangan.

10.Menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan

transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan

Pengawas, dan/atau pemilik modal.

4.8. Penilaian Pencapaian Kinerja Direksi

P

BOARD MANUAL

N

Untuk menilai kinerja Direksi dalam satu tahun terakhir pada
Perumda Air minum dilkakukan dengan cara sebagai berikut:
. Dewan pengawas mengevaluasi capaian kinerja Direksi

untuk kemudian
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r |

disampaikan ke KP\

2. Penilaian kinerja Direks;

'dasargq eleria
yang dituangkan dalam Kontr kKinerj ;

a. Penilajan kinerja Direks; dilakykap, Oleh kp ,

b Kinerja Direksj €carg Olektif terhagy Péncapaian
Perusahaan S€Suai dengap, Rencang Bisnis/Rkap da
atauy kreterig lain yang disahkan leh  Dewan
Pengawas. Setelah dibahag dengan, Direks;:

C. Perfomg Direktyr Secara individya dalam Pencapaian
klnerja Perusahagp Sepert; yang tercantym dalam
Rencana Blsms/RKAP/Kontrak Manajemen dan atay
kreteria lain yang disahkap oleh Dewan Pengawas
Setelah d|d|sku3|kan dengan Direksi

d.

prinsip-prinsip GCG bajk

secara
individyal Maupun kolekif
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BAB V
PENUTUP

Masa berlaky, dan Evaluasi
1. Boarg Many

ireksi.
) oleh Dire
alini berlaky efekif sejak ditetapkan
2. Boarqg ma

. Kk

. i untu

Nual ini secara berkala akan d
penyempurna’an.

3. Evaluasg; terhadap kine
Secarg individual May
hasilnya diinformasik

i i, baik
fia Dewan Pengawas dan Direksi, o
i hun
Pun kolektif, dilakukan setiap ta
an pada pemilik modal.
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